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ABSTRAK 
 Nama: Ari Budianto NPM: 2116500006 Judul: Analisis Kepuasan 
Masyarakat Terhadap Pelayanan Berbasis E-Kelurahan Di Kecamatan 
Margadana. Skripsi, Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal. 
Pembimbing I: Dra. Sri Sutjiatmi, M.Si dan Pembimbing II: Arif Zainudin, S.IP, 
MA. 
 Pelayanan publik merupakan suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang 
paling kasat mata. Pemerintah Kota Tegal melakukan terobosan inovasi pelayanan 
publik dengan menyelenggarakan Elektronic-Kelurahan (E-Kelurahan). E-
Kelurahan adalah terobosan inovasi pembuatan surat-surat pelayanan yang 
dibutuhkan oleh masyarakat yang dibuat oleh Unit Satuan Kerja Daerah yang 
dikoordinasikan oleh kecamatan. Analisis tingkat kepuasan masyarakat dalam 
pelayanan  berbasis E-Kelurahan yang dilakukan di Kantor Kecamatan 
Margadana belum dilakukan secara berkala. Kepuasan masyarakat yang 
mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan Kantor Kecamatan Margadana 
menjadi hal menarik untuk dikaji, karena bermaksud untuk mengetahui lebih 
mendalam mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan berbasis E-
Kelurahan di Kecamatan Margadana.  
 Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yang 
bertujuan untuk menggambarkan seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat 
terhadap pelayanan berbasis E-Kelurahan. Penelitian ini dilaksanakan di 
Kecamatan Margadana dengan jumlah responden 100 orang dengan menggunakan 
penelitian sampel. Teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan 
adalah angket dan observasi.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 
diperoleh nilai IKM terhadap pelayanan berbasis E-Kelurahan Kecamatan 
Margadana tahun 2020 adalah memperoleh nilai 91,39 yang dikonversikan ke 
dalam mutu pelayanan maka tergolong kategori A atau kinerja pelayanan sangat 
baik. Dari Sembilan unsur sebagai parameter kepuasan masyarakat pelayanan E-
Kelurahan di Kecamatan Margadana yang mendapatkan nilai mutu pelayanan A 
(sangat baik) meliputi persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, produk 
spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan 
pengaduan, dan sarana dan prasarana. Sedangkan unsur pelayanan seperti waktu 
pelayanan dan biaya/tarif, tergolong ke dalam mutu pelayanan B (baik). Melihat 
hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti memberikan rekomendasi perbaikan 
proses pelayanan dalam unsur waktu pelayanan, biaya/tarif, kompetensi 
pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana. 
Kata Kunci: Pelayanan Publik, E-Kelurahan, Kepuasan Masyarakat 
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ABSTRACT 
 Name: Ari Budianto NPM: 2116500006 Title: Analysis of Community 
Satisfaction with E-Village Based Services in Margadana District. Thesis, 
Government Science, Pancasakti University, Tegal. Advisor I: Dra. Sri Sutjiatmi, 
M.Sc and Advisor II: Arif Zainudin, S.IP, MA. 
 Public service is the most visible benchmark of government performance. 
Tegal City Government made a breakthrough in public service innovation by 
organizing Electronics-Kelurahan (E-Kelurahan). E-Kelurahan is a 
groundbreaking innovation in making service letters needed by the community 
made by the Regional Work Unit, which is coordinated by the sub-district. 
Analysis of the level of community satisfaction in E-Village based services 
conducted at the Margadana District Office has not been done periodically. 
Community satisfaction that affects the quality of services provided by the 
Margadana District Office is interesting to study, because it intends to find out 
more deeply about community satisfaction with E-Village based services in 
Margadana District. 
 The type of research used is quantitative descriptive which aims to 
describe how much the level of community satisfaction with E-Village based 
services. This research was conducted in Margadana District with 100 
respondents using a sample study. Data collection techniques and instruments 
used were questionnaires and observations. Based on the results of research 
conducted obtained the value of SMIs for E-based services Margadana District in 
2020 is getting a value of 91.39 which is converted into service quality then 
classified as category A or service performance is very well. Of the nine elements 
as parameters of community satisfaction E-Kelurahan services in Margadana 
District. 
 Subdistrict, which received a value of service quality A (very good) 
including requirements, system mechanisms and procedures, product 
specifications for service types, implementing competencies, implementing 
behaviors, handling complaints, and facilities and infrastructure . While the 
service elements, such as service time and cost / tariff, are classified as service 
quality B (good). Seeing the results of research that has been done by researchers 
provide recommendations for improving the service process in terms of service 
time, costs / rates, implementing competencies, implementing behavior, facilities 
and infrastructure. 
Keywords: Public Services, E-Kelurahan, Community Satisfaction 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
 Pelayanan publik merupakan suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang 
paling kasat mata. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah 
berdasarkan pelayanan yang diterimanya. Untuk itu kualitas pelayanan publik di 
semua kementerian/lembaga adalah suatu hal yang mendasar yang harus segera 
ditingkatkan. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
(MenegPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan 
publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan 
maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Yogi 
Suwarno (2008:65) dalam konteks ke-Indonesia-an, penggunaan istilah pelayanan 
public (public service) dianggap memiliki kesamaan arti dengan istilah pelayanan 
umum atau pelayanan masyarakat. Oleh karenanya ketiga istilah tersebut 
dipergunakan secara interchangeable, dan dianggap tidak memiliki perbedaan 
mendasar. Dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas dinyatakan 
bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk 
memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Oleh 
karena itu, pemerintah dituntut untuk menghasilkan barang dan jasa (pelayanan) 
yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel kepada seluruh masyarakat yang 
membutuhkan.  
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 Pemerintah Kota Tegal melakukan inovasi di bidang pelayanan publik, 
harapannya agar dapat mengupayakan terselenggaranya pelayanan yang lebih 
efektif dan efisien, sehingga proses pelayanan berjalan lebih cepat. Sektor publik 
memerlukan inovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Yogi 
Suwarno (2008:39) mengatakan, dalam prakteknya sektor publik berinovasi bukan 
dalam rangka survival, namun lebih untuk menjaga kepentingan publik. Berbagai 
alat (tools) dimanfaatkan oleh sektor publik agar tujuannya dapat tercapai secara 
efektif dan efisien. Pemerintah Kota Tegal melakukan terobosan inovasi 
pelayanan publik dengan menyelenggarakan Elektronic-Kelurahan (E-
Kelurahan). E-Kelurahan adalah terobosan inovasi pembuatan surat-surat 
pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dibuat oleh Unit Satuan Kerja 
Daerah (Kelurahan) yang dikoordinasikan oleh kecamatan dengan menggunakan 
sebuah aplikasi online yang kesemuanya datanya disimpan dan diambil dari 
sebuah Provider.  
 Di dalam eJurnal Ilmu Pemerintahan Unmul vol.4 2016, Rajab Said 
mengatakan, optimalisasi peran kecamatan merupakan keniscayaan yang menjadi 
akselerator (percepatan) dalam peningkatan pelayanan publik di daerah. Posisi 
kecamatan sangat penting mengingat banyak pihak berharap pemerintah 
kecamatan mampu berperan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat. Hal ini 
berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
pemerintah daerah, yang mengubah tugas utama pemerintah daerah semula 
sebagai promotor pembangunan menjadi pelayanan masyarakat, sehingga unit-
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unit pemerintahan yang berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada 
masyarakat perlu diperkuat, termasuk kecamatan.  
 Fungsi kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat ini menjadi relevan 
bila dlihat dari kedekatan jarak, ketepatan waktu, dan kualitas pelayanan yang 
diberikan. Permenpan Nomor 5 tahun 2019 tentang kompetisi inovasi pelayanan 
publik bahwa untuk pembentukan inovasi pelayanan publik melalui pelaksanaan 
gerakan wajib satu instansi satu inovasi serta guna mendorong percepatan 
peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan kebutuhan dan hak 
masyarakat setiap warga negara dan penduduk. Maka kecamatan diharapkan 
melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam konteks pelayanan 
kepada masyarakat. Inovasi dapat diartikan sebagai “proses” atau “hasil” 
pengembangan dan atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan 
(termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau 
memperbaiki pada produk, proses yang dapat memberikan nilai yang lebih berarti 
(Simon S. Hutagalung 2018:23). 
 Sebagai pelaksanaan inovasi pelayanan di kecamatan margadana aplikasi 
E-Kelurahan dipergunakan untuk memudahkan, mempercepat pembuatan 
berbagai macam surat pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh semua warga 
khususnya di Kecamatan Margadana. Konsep dari aplikasi tersebut yaitu melayani 
pembuatan surat-surat secara online yang terkoneksi dari kelurahan ke kecamatan, 
masyarakat tidak perlu datang ke kecamatan unuk meminta tanda tangan camat 
cukup meminta tanda tangan yang diberikan secara elektronik. E-Kelurahan 
secara resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 2018 oleh Pemerintah Kota Tegal. 
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Tabel I.1 Perbedaan Pelayanan 
No. Sebelum  Sesudah 
1. Prosedur Pelayanan 
Petugas melayani dengan tertib 
sesuai dengan alur pelayanan 
yang diminta oleh masyarakat 
namun berbeda jenis layanan 
berbeda pula alur pelayanannya 
Prosedur Pelayanan 
Permintaan pelayanan tidak jauh 
berbeda alurnya karena sudah 
terkoneksi dengan aplikasi  
 
2. Kejelasan Petugas Pelayanan 
Tanda tangan surat dilakukan 
oleh camat/ petugas berwenang 
yang mewakilinya 
Kejelasan Petugas Pelayanan 
Tanda tangan surat secara dilakukan 
oleh camat/ petugas berwenang yang 
mewakilinya 
3. Kedisiplinan Petugas  
Permintaan pelayanan terkadang 
menumpuk karena menunggu 
petugas di kantor pelayanan 
Kedisiplinan Petugas  
Permintaan pelayanan berjalan cepat 
karena petugas dapat melayani 
masyarakat dimana saja 
4. Kemampuan Petugas 
Petugas dengan mudah 
memberikan pelayanan karena 
tanda tangan surat masih bersifat 
manual 
Kemampuan Petugas 
Petugas terkadang merasa kesulitan 
ketika terjadi kesalahan data atau 
jaringan 
5. Kecepatan Pelayanan 
Petugas membutuhkan waktu 
yang lebih lama untuk 
melakukan pelayanan 
Kecepatan Pelayanan 
Petugas lebih cepat dalam 
memberikan pelayanan kepada 
masyarakat 
6. Kesopanan dan Keramahan 
Baik petugas maupun 
masyarakat yang di layani saling 
berinteraksi secara langsung 
menjadikan interaksi yang lebih 
komunkatif dapat terjadi 
Kesopanan dan Keramahan 
Antara petugas dan masyarakat tidak 
berinteraksi secara langung 
7. Kepastian Biaya 
Masyarakat pengguna layanan 
tidak dipungut biaya namun 
berpotensi praktek nepotisme 
dapat terjadi 
Kepastian Biaya 
Masyarakat pengguna layanan tidak 
dipungut biaya dan lebih efisien 
8. Kepastian Jadwal Pelayanan 
Proses pelayanan kurang efektif 
karena masyarakat harus datang 
ke kecamatan setelah melalui 
alur persyaratan di kelurahan 
untuk mengurusi permintaan 
pelayanan 
Kepastian Jadwal Pelayanan 
Proses pelayanan lebih efektif karena 
masyarakat cukup mengurus 
permintaan pelayanan melalui 
kelurahan masing-masing 
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 Sampai saat ini analisis tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan  
berbasis E-Kelurahan yang dilakukan di Kantor Kecamatan Margadana belum 
dilakukan secara berkala. Kepuasan masyarakat yang mempengaruhi kualitas 
pelayanan yang diberikan Kantor Kecamatan Margadana menjadi hal menarik 
untuk dikaji, karena bermaksud untuk mengetahui lebih mendalam mengenai 
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan berbasis E-Kelurahan di Kecamatan 
Margadana.  
 Menurut William Dunn (1998:608), evaluasi mempunyai arti yang 
berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai 
terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum dapat disamakan dengan 
penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), 
kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti 
luas satuan nilainya. Ketika hasil kebijakan pada kenyataanya mempunyai nilai, 
hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam 
hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat 
kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat 
jelas atau diatasi. Karena berdasarkan dari pengamatan peneliti menemukan 
gangguan seperti: 
1. Keterbatasan sumber daya manusia yang ada sudah jumlahnya kurang juga 
belum memahami aplikasi E-Kelurahan 
2. Tidak jarang permintaan layanan yang diberikan tersendat atau salah data 
akibat dari teknologi jaringan yang terkadang mengalami gangguan. 
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3. Peran pemerintah yang sudah mensosialisasikan adanya layanan berbasis 
elektronik ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.  
 Berdasarkan dari hasil uraian baik secara tertulis maupun lisan dari 
berbagai sumber yang berkaitan dengan permasalahan kepuasan masyarakat 
dengan adanya inovasi pelayanan publik di Kecamatan Margadana, maka penulis 
mencoba mengadakan penelitian dengan judul “ANALISIS KEPUASAN 
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN BERBASIS E-KELURAHAN DI 
KECAMATAN MARGADANA”. 
1.2 Perumusan Masalah  
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah merupakan sesuatu 
yang harus diselesaikan. Sedangkan secara garis besar sebagian besar para ahli 
mengatakan bahwa masalah merupakan ketidaksesuaian antara harapan dan 
kenyataan dalam hidup bermasyarakat.  
 Penerapan pelayanan berbasis E-Kelurahan ini tidak serta merta tanpa 
kendala, kendala yang ada yaitu faktor penghambat pelayanan E-Kelurahan 
diantaranya keterbatasan sumber daya manusia yang ada sudah jumlahnya kurang 
juga belum memahami aplikasi E-Kelurahan. Tidak jarang permintaan layanan 
yang diberikan tersendat atau salah data akibat dari teknologi jaringan yang 
terkadang mengalami gangguan. Peran pemerintah yang sudah mensosialisasikan 
adanya layanan berbasis elektronik ini nyatanya masih ada masyarakat belum 
mengetahui yang datang langsung ke kecamatan untuk mengurus surat-surat yang 
seharusnya cukup di urus melalui kelurahan masing-masing karena sistem 
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penandatanganan dari kecamatan sudah terkoneksi secara online pada aplikasi. 
Ketika adanya pelayanan yang kurang maksimal yang disebabkan karena 
beberapa faktor yang ada mengakibatkan disinformasi antara petugas pelayanan 
dengan masyarakat pengguna pelayanan.  
 Tujuan dengan adanya  pelayanan publik berbasis E-Kelurahan 
harapannya agar dapat mengupayakan terselenggaranya pelayanan yang lebih 
efektif dan efisien, sehingga proses pelayanan berjalan lebih cepat. Namun 
beberapa faktor baik secara teknis maupun non teknis menjadi masalah yang harus 
segera diperbaiki oleh pemberi pelayanan agar dapat menciptakan pelayanan 
publik yang diharapkan mampu memuaskan kebutuhan pelayanan masyarakat. 
 Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik berbasis E-Kelurahan? 
2. Seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan berbasis 
 E-Kelurahan? 
3. Bagaimana rekomendasi yang direncanakan dalam meningkatkan kualitas 
 layanan e-kelurahan di Kecamatan Margadana? 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini 
adalah: 
a. Untuk menggambarkan pelaksanaan pelayanan publik berbasis E-
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Kelurahan. 
b. Untuk menggambarkan seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat 
terhadap pelayanan berbasis E- Kelurahan. 
c. Untuk menggambarkan rekomendasi yang direncanakan dalam 
meningkatkan kualitas layanan e-kelurahan di Kecamatan 
Margadana. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
a. Kegunaan teoritis 
 Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
khasanah pengetahuan di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
khususnya pada bidang Ilmu Pemerintahan berkenaan dengan Inovasi 
Pelayanan Publik Berbasis E-Kelurahan Dalam Meningkatkan 
Kepuasan Masyarakat 
b. Kegunaan Praktis 
 Secara praktis, hasil penelitian ini dapat berguna baik untuk 
pemerintah, masyarakat, maupun universitas khususnya di fakultas. 
Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut: 
1) Bagi Mahasiswa 
 Dapat menambah referensi dalam penyusunan skripsi dan 
kemampuan menganalisa fakta yang ada di lapangan dan sebagai 
bentuk implementasi keilmuwan yang sudah pernah diperoleh di 
bangku kuliah 
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2) Bagi Masyarakat 
 Bagi masyarakat secara praktis diharapkan dapat memberi 
masukan yang baik bagi pihak yang berkepentingan (pemerintah 
setempat) khususnya para aparatur pelaksana dalam memberikan 
pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat. 
3) Bagi Pemerintah 
 Bagi Pemerintah Kota Tegal pada umumnya dan Pemerintah 
Kecamatan Margadana khususnya, hasil penelitian ini diharapkan 
mampu menjadi bahan evaluasi dan sumbangan pemikiran bagi Camat 
Margadana.
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 BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
II.1 Penelitian Terdahulu 
 Ada beberapa penelitian yang terkait dengan e-kelurahan, namun tentunya 
dengan konsep, dimensi dan indikator yang berbeda-beda. Penelitian pertama 
mengenai e-kelurahan telah dilakukan oleh Yunita Pratami dan Djoko Wahjuadi 
(2016) mengenai Analisis Efektivitas Penerapan E-Kelurahan Di Kantor 
Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblong Kota Bandung yang berisi tentang 
analisis efektivitas penerapan e-kelurahan yang men-komparasikan sebelum dan 
sesudah dilaksanakannya e-kelurahan berdasarkan tingkat efektivitas yang 
ditinjau dari dimensi produksi, dimensi efisiensi, dan dimensi kepuasan.  
 Hal ini dibuktikan sesuai dengan temuan lapangan yaitu: Pertama, Tingkat 
efektivitas dari dimensi produksi pada kondisi sebelum menerapkan e-Kelurahan 
adalah sebesar 0,002% dan termasuk pada skala “Tidak Efektif” sedangkan untuk 
kondisi sesudah menerapkan e- Kelurahan adalah sebesar 51,625% dan termasuk 
pada skala “Efektif”. Sehingga jika dilihat untuk dimensi produksi, masyarakat 
dominan mengatakan efektif pada kondisi sesudah menerapkan e-Kelurahan. 
Kedua, Tingkat efektivitas dari dimensi efisiensi pada kondisi sebelum 
menerapkan e-Kelurahan adalah sebesar 0,019%  dan  termasuk  pada  skala  
“Tidak  Efektif”  sedangkan  untuk  kondisi  sesudah  menerapkan  e - Kelurahan 
adalah sebesar 54,687% dan termasuk pada skala “Efektif”. Sehingga jika dilihat 
untuk dimensi efisiensi, masyarakat dominan mengatakan efektif pada kondisi 
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sesudah menerapkan e-Kelurahan. Ketiga, Tingkat efektivitas dari dimensi 
kepuasan pada kondisi sebelum menerapkan e-Kelurahan adalah sebesar 0,013% 
dan termasuk pada skala “Tidak Efektif” sedangkan untuk kondisi sesudah 
menerapkan e- Kelurahan adalah sebesar 53,861% dan termasuk pada skala 
“Efektif”. Sehingga jika dilihat untuk dimensi kepuasan, masyarakat dominan 
mengatakan efektif pada kondisi sesudah menerapkan e-Kelurahan. 
 Di dalam Jurnal Spirit Publik Volume 14, Nomor 1, Aril 2019 Hal. 56-58, 
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Unoversitas Neegeri Padang oleh Friztiza Dwi Tami dan Nora Eka Putri, 
mengenai Efektivitas Program E-Kelurahan di Kelurahan Silaing Bawah Kota 
Padang Panjang dikatakan Kelurahan Silaing Bawah sebagai salah satu instansi 
pemerintah yang sudah menjalankan Program e-Kelurahan sebagai bentuk inovasi 
pelayanan publik dalam bidang e-government sudah baik namun belum efektif, 
ditandai dengan belum terwujudnya beberapa indikator ke efektifitasan suatu 
program.  
 Program e-kelurahan sudah membantu dalam beberapa kondisi dari segi 
pengurusan surat oleh pihak instansi pemerintah kelurahan silaing bawah, namun 
belum dirasakan maksimal manfaatnya oleh masyarakat kelurahan silaing bawah 
sebagai masyarakat penggguna program e-kelurahan. Kendala yang dihadapi oleh 
Kelurahan Silaing Bawah dalam menerapkan program e-kelurahan adalah 
kurangnya tingkat kepuasaan atas inovasi pelayanan publik dalam hal pengurusan  
dokumen-dokumen yang di berikan melalui program e- Kelurahan yang kedua 
adanya unsur eksternal seperti jaringan dan cuaca yang menghambat kinerja 
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program e-Kelurahan. Sehingga menyebabkan masyarakat pengguna e-kelurahan 
beralih lagi ke pengurusan surat secara manual hal ini di tandai dengan turunnya 
angka masyarakat pengguna e-kelurahan di kelurahan silaing bawah dari tahun ke 
tahun sejak program tersebut dikeluarkan. 
 Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa adanya inovasi 
pelayanan publik berbasis e-kelurahan mempunyai dampak yang berbeda ditinjau 
dari tingkat efektivitas dilihat dari potensi dan keadaan masyarakat yang berbeda 
pula. Maka berdasarkan penelitian terdahulu yang akan menjadi rujukan 
penelitian ini akan membahas tentang inovasi pelayanan publik berbasis e-
kelurahan dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. 
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Tabel II.1 
Penelitian Terdahulu 
No. Judul Penulis/Jurnal Isi Metode 
1. Analisis 
Efektivitas 
Penerapan E-
Kelurahan Di 
Kantor 
Kelurahan 
Sadang 
Serang 
Kecamatan 
Coblong Kota 
Bandung 
 
Yunita Pratami dan 
Djoko Wahjuadi/ 
Jurnal e-proceeding 
Management: vol 3, 
No 2 Agustus 2016 
Hal. 1203 
Prodi Manajemen 
Bisnis 
Telekomunikasi dan 
Informatika, 
Fakultas Ekonomi 
Bisnis, Universitas 
Telkom Bandung 
Pertama, Tingkat 
efektivitas dari 
dimensi produksi 
pada kondisi 
sebelum 
menerapkan e-
Kelurahan adalah 
sebesar 0,002% dan 
termasuk pada skala 
“Tidak Efektif” 
sedangkan untuk 
kondisi sesudah 
menerapkan e- 
Kelurahan adalah 
sebesar 51,625% 
dan termasuk pada 
skala “Efektif”. 
Sehingga jika dilihat 
untuk dimensi 
produksi, 
masyarakat dominan 
mengatakan efektif 
pada kondisi 
sesudah menerapkan 
e-Kelurahan. Kedua, 
Tingkat efektivitas 
dari dimensi 
efisiensi pada 
kondisi sebelum 
menerapkan e-
Kelurahan adalah 
sebesar 0,019%  dan  
termasuk  pada  
skala  “Tidak  
Efektif”  sedangkan  
untuk  kondisi  
sesudah  
menerapkan  e - 
Kelurahan adalah 
sebesar 54,687% 
dan termasuk pada 
skala “Efektif”. 
Metode 
penelitian 
kuantitatif 
dengan 
teknik non 
probability 
sampling 
yaitu tipe 
incidental 
sampling 
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Sehingga jika dilihat 
untuk dimensi 
efisiensi, 
masyarakat dominan 
mengatakan efektif 
pada kondisi 
sesudah menerapkan 
e-Kelurahan. 
Ketiga, Tingkat 
efektivitas dari 
dimensi kepuasan 
pada kondisi 
sebelum 
menerapkan e-
Kelurahan adalah 
sebesar 0,013% dan 
termasuk pada skala 
“Tidak Efektif” 
sedangkan untuk 
kondisi sesudah 
menerapkan e- 
Kelurahan adalah 
sebesar 53,861% 
dan termasuk pada 
skala “Efektif”. 
Sehingga jika dilihat 
untuk dimensi 
kepuasan, 
masyarakat dominan 
mengatakan efektif 
pada kondisi 
sesudah menerapkan 
e-Kelurahan. 
2. Efektivitas 
Program E-
Kelurahan di 
Kelurahan 
Silaing Bawah 
Kota Padang 
Panjang 
Friztiza Dwi Tami 
dan Nora Eka Putri/ 
Jurnal Spirit Publik 
Volume 14, Nomor 
1, Aril 2019 Hal. 56-
58, Jurusan Ilmu 
Administrasi 
Negara, Fakultas 
Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik UN 
Padang 
Kelurahan Silaing 
Bawah sebagai salah 
satu instansi 
pemerintah yang 
sudah menjalankan 
Program e-
Kelurahan sebagai 
bentuk inovasi 
pelayanan publik 
dalam bidang e-
goverment sudah 
baik namun belum 
efektif, ditandai 
Metode 
penelitian 
deskriptif 
kualitatif 
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dengan belum 
terwujudnya 
beberapa indikator 
ke efektifitasan 
suatu program. 
Program e-
kelurahan sudah 
membantu dalam 
beberapa kondisi 
dari segi 
pengurursan surat 
oleh pihak instansi 
pemerintah 
kelurahan silaing 
bawah, namun 
belum dirasakan 
maksimal 
manfaatnya oleh 
masyarakat 
kelurahan silaing 
bawah sebagai 
masyarakat 
pengunna program 
e-kelurahan. 
Kendala yang 
dihadapi oleh 
Kelurahan Silaing 
Bawah dalam 
menerapkan 
program e-
kelurahan adalah 
kurangnya tingkat 
kepuasaan atas 
inovasi pelayanan 
publik dalam hal 
pengurusan  
dokumen-dokumen 
yang di berikan 
melalui program e- 
Kelurahan yang 
kedua adanya unsur 
eksternal seperti 
jaringan dan cuaca 
yang menghambat 
kinerja program e-
Kelurahan. 
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Sehingga 
menyebabkan 
masyarakat 
pengguna e-
kelurahan beralih 
lagi ke pengurusan 
surat secara manual 
hal ini di tandai 
dengan turunnya 
angka masyarakat 
pengguna e-
kelurahan di 
kelurahan silaing 
bawah dari tahun ke 
tahun sejak program 
tersebut 
dikeluarkan. 
 
 Berdasarkan dari penelitian terdahulu, maka peneliti akan melihat 
penelitian e-kelurahan di Kecamatan Margadana Kota Tegal dari tingkat kepuasan 
masyarakat. Penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian 
kuantitatif.  
II.2 Kerangka Teori 
II.2.1 Pelayanan Publik 
 Yogi Suwarno (2008:65) mengatakan dalam konteks ke-Indonesia-an, 
istilah pelayanan publik (public service) dianggap memiliki kesamaan arti dengan 
istilah pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. Oleh karenanya ketiga istilah 
tersebut dipergunakan secara interchangeable, dan dianggap tidak memiliki 
perbedaan mendasar. 
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 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan pengertian pelayanan 
bahwa “pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) 
apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan pengertian service dalam Oxford 
(2000) yang dikutip Yogi (2008:66) mendefinisikan sebagai “a system that 
provides something that the public needs, organized by the government or a 
private company”. Menyimak pengertian tersebut, maka pelayanan berfungsi 
sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.  
 Sementara itu Nurcholis dalam Yogi (2008:66) berpendapat bahwa istilah 
publik yang berasal dari bahasa Inggris (public), terdapat pengertian yang 
memiliki variasi arti dalam bahasa Indonesia yaitu umum, masyarakat, dan 
negara. Publik dalam pengertian “umum” atau masyarakat dapat kita temukan 
dalam istilah public offering (penawaran umum), public ownership (milik umum), 
dan public utility (perusahaan umum), public relations (hubungan masyarakat), 
public service (pelayanan masyarakat), public interest (kepentingan umum) dll. 
Sedangkan dalam arti “negara” salah satunya adalah public authorities (otoritas 
negara), public building (bangunan negara), public revenue (penerimaan Negara), 
dan public sector (sektor negara). Dalam hal ini, pelayanan publik merujuk istilah 
publik lebih dekat pada  pengertian masyarakat atau umum. Namun demikian 
pengertian publik yang melekat pada pelayanan publik tidak sepenuhnya sama 
dan sebangun dengan pengertian masyarakat. Nurcholish (2005:178) dalam Yogi 
(2008:66) memberikan pengertian publik sebagai sejumlah orang yang 
mempunyai kebersamaan berpikir, perasaan, harapan , siakap dan tindakan yang 
benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. 
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 Pelayanan publik merupakan produk birokrasi publik yang diterima oleh 
warga pengguna maupun masyarakat secara luas. Karena itu, pelayanan publik 
dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi 
publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna (Agus Dwiyanto 2016:136). 
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik memberikan pengertian  pelayanan publik adalah kegiatan atau 
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik. 
 Selanjutnya Oxford (2000) dalam Yogi (2008:67) dijelaskan pengertian 
public service sebagai “a service such as transport or health care that a 
government or an official organization provides for people in general in a 
particular society”.  
 Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pelayanan 
publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik 
maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan 
dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan 
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. 
II.2.2 Indikator Pelayanan Publik 
 Lenvine dalam Agus Dwiyanto (2006:143-144) berpendapat bahwa 
produk pelayanan publik di dalam Negara demokrasi setidaknya harus memenuhi 
tiga indikator,yaitu responsiveness, responsibility, dan accountability. 
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1) Responsiveness atau responsivitas adalah daya tanggap penyedia 
layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan 
pengguna layanan. 
2) Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang 
menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu 
dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan 
administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan. 
3) Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang 
menunjukkan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai 
dengan kepentingan stakeholders dan norma-norma yang berkembang 
dalam masyarakat. 
 Gibson, Ivancevich & Donelly dalam Agus Dwiyanto (2006:144) 
memasukkan dimensi waktu, yaitu menggunakan ukuran jangka pendek, jangka 
menengah, dan jangka panjang dalam melihat kinerja organisasi publik. Dalam 
hal ini, kinerja pelayanan publik terdiri dari produksi, mutu, efisiensi, fleksibilitas, 
dan kepuasan untuk ukuran jangka pendek; persaingan dan pengembangan untuk 
jangka menengah; serta kelangsungan hidup. 
1) Produksi adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan organisasi 
untuk menghasilkan keluaran yang dibutuhkan oleh lingkungannya. 
2) Mutu adalah kemampuan organisasi untuk memenuhi harapan 
pelanggan dan clients. 
3) Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara keluaran (output) dan 
masukan (input). 
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4) Fleksibilitas adalah ikuran yang menunjukkan daya tanggap organisasi 
terhadap tuntutan perubahan internal dan eksternal. Fleksibilitas 
berhubungan dengan kemampuan organisasi untuk mengalihkan 
sumberdaya dari aktivitas yang satu ke aktivitas yang lain guna 
menghasilkan produk dan pelayanan baru yang berbeda dalam rangka 
menanggapi permintaan pelanggan. 
5) Kepuasan menunjuk pada perasaan karyawan terhadap pekerjaan dan 
peran mereka di dalam organisasi. 
6) Persaingan menggambarkan posisi organisasi di dalam berkompetisi 
dengan organisasi lain yang sejenis. 
7) Pengembangan adalah ukuran yang mencerminkan kemampuan dan 
tanggungjawab organisasi dalam meperbesar kapasitas dan potensinya 
untuk berkembang melalui investasi sumberdaya. 
8) Kelangsungan hidup adalah kemampuan organisasi untuk tetap eksis di 
dalam menghadapi segala perubahan. 
 Sedangkan Zethaml, Parasuraman & Berry dalam Agus (2006:145) 
menggunakan ukuran tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy. 
1) Tangibles, yaitu fasilitas fisik, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas 
komunikasi yang dimiliki oleh penyedia layanan; 
2) Reliability atau reliabilitas adalah kemampuan untuk menyelenggarakan 
pelayanan yang dijanjikan secara akurat. 
3) Responsiveness atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong 
pengguna layanan dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas. 
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4) Assurance atau kepastian adalah pengetahuan, kesopanan, dan 
kemampuan para petugas penyedia layanan dalam memberikan 
kepercayaan kepada pengguna layanan. 
5) Empathy adalah kemampuan memberikan perhatian kepada pengguna 
layanan secara individual. 
II.2.3 Kualitas Pelayanan Publik 
 Kualitas pelayanan publik merupakan tolak ukur untuk menentukan 
bagaimana kinerja layanan publik di suatu lembaga penyedia layanan publik. 
Menurut Pasolong dalam Simon (2018:15) terkait kualitas pelayanan publik 
adalah sebagai berikut: 
 “Kualitas pada dasrnya merupakan kata yang menyandang arti relative 
bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan  tingkat 
penyesuaian suatu hal terdapat persyaratan atau spesifikasinya itu  terpenuhi 
berarti kualitas suatu hal yang dimaksud dapat dikatakan baik,  sebaliknya jika 
persyaratan tidak terpenuhi maka dapat dikatakan tidak  baik.  Secara teoritis, 
tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah  memuaskan  masyarakat”. 
 Di dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
(Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 menjelaskan hakekat pelayanan 
publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan 
perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi negara. 
 Kualitas pelayanan prima yang tercermin di dalamnya mengacu pada asas 
pelayanan publik, diantranya: 
1. Transparansi 
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Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 
dimengerti. 
2. Akuntabilitas 
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. 
3. Kondisional 
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 
layanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 
efektivitas. 
4. Partisipatif 
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan 
harapan masyarakat. 
5. Kesamaan Hak 
Tidak diskriminatif dalam arti membedakan suku, ras, agama, 
golongan, gender, dan status ekonomi. 
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan 
kewajiban masing-masing pihak. 
 Gaperz dalam Sinambela yang dikutip Simon (2018:16) mengemukakan 
bahwa pada dasarnya kualitas mengacu pada pengertian pokok: 
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1. Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik 
keistimewaan langsung, maupun keistimewaan atraktif yang 
memenuhi keinginan  pelanggan dan memberikan kepuasan atas 
penggunaan produk. 
2. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan dan 
kerusakan. 
  
II.2.4 Pelayanan Berbasis Digital 
 Vita Elysia dkk (2017:353) mengatakan bahwa teknologi merupakan salah 
satu bentuk dari perkembangan jaman. Bahkan pada abad ini, penggunaan 
teknologi semakin meluas di seluruh dunia dan seluruh lapisan masyarakat. Salah 
satu teknologi yang paling berkembang adalah teknologi yang berbasis web atau 
yang akrab disebut dengan internet. Dibidang pemerintahan, pemanfaatan 
teknologi internet dikenal dengan sebutan electronic government atau e-
government. 
 Secara sederhana, e-government atau pemerintahan digital adalah kegiatan 
yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan dukungan teknologi 
informasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat (Hasibuan dan Santoso 
dalam Vita Elysia dkk). Pentingnya e-government salah satunya didasari atas 
kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman 
yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan 
publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 
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 E-Government atau pemerintahan digital pada intinya merupakan kegiatan 
yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan dukungan teknologi 
informasi dan komunikasi yang utamanya dalam rangka memberikan layanan 
kepada masyarakat secara lebih efektif. Di Indonesia, inovasi e-government sudah 
diinisiasi oleh banyak pemerintah daerah sejak beberapa tahun belakangan. 
Penerapan egovernment ini, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di 
Indonesia, semakin berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta 
membantu proses penyampaian informasi secara lebih efektif kepada masyarakat. 
 Menurut modul aplikasi E-Kelurahan Kota Tegal tahun 2018, E-Kelurahan 
adalah aplikasi pelayanan masyarakat di kelurahan yang terintegrasi dengan SIAK 
(Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan Simpeg (Sistem Informasi 
Manajemen Kepegawaian). Integrasi data SIAK masih berjalan secara offline, 
tetapi operator cukup mengetikan NIK, dan aplikasi E-Kelurahan akan memuncul 
Nama, alamat, dll. Penggunaan e-Kelurahan dapat menjamin validitas data 
kependudukan dan meningkatkan efisiensi waktu pelayanan.   
 E-Kelurahan dikembangkan secara internal oleh Dinas Kominfo Kota 
Tegal. Pengembangan dilakukan secara bertahap. E-kelurahan menyediakan fitur 
pembuatan surat keterangan dan surat pengantar dengan tanda tangan elektronik.  
 E-kelurahan sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
kepada masyarakat, sehingga bisa mempermudah pemerintah dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, progam e-kelurahan juga bertujuan 
untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan surat-surat dan 
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keperluan administrasi lainnya, serta bisa menghemat waktu dan biaya dalam 
pengurusan keperluannya. 
II.2.5 Standar Pelayanan Minimal 
 Standar pelayanan merupakan pernyataan mengenai kewajiban dan janji 
yang bisa diberikan oleh unit pelayanan publik kepada masyarakat. Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan 
dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga 
secara minimal. (Zaenal & Muhibudin 2015:120) 
 Istilah SPM mengacu pada standar paling minimal yang mampu diberikan 
daerah kepada masyarakat dalam pelayanan yang bersangkutan dengan urusan 
wajib daerah. Jadi, SPM mencakup seluruh urusan wajib pemerintah daerah, 
bukan hanya dalam unit pelayanan. Adapun Standar Operasional (SOP) adalah 
serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses 
penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, 
dimana dan oleh siapa dilakukan. 
 Adapun menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 tahun 
2018 mendefinisikan bahwa Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan 
mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan 
wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 
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II.2.6 Kepuasan Masyarakat  
 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-RB 
Nomor 14/M.PAN/2017 menginstruksikan kepada seluruh instansi / lembaga 
penyedia layanan publik agar melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap 
layanan publik dengan mengacu pada prinsip- prinsip pelayanan.  
 Menurut Permenpan-RB No 14 Tahun 2017 Survei Kepuasan Masyarakat 
adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan 
masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara 
pelayanan publik. Hasil dari survey kepuasan masyarakat ditampilkan dalam 
bentuk Indeks Kepuasan Masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil 
pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. 
 Seiring dengan kemajuan teknologi  dan tuntutan masyarakat dalam hal 
pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi 
harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.   
 Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini 
dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari 
berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring 
sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk 
terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan 
dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan 
pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna 
layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.    
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 Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dilakukan dengan 
memperhatikan prinsip :  
1. Transparan  
Hasil survei kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan mudah 
diakses oleh seluruh masyarakat.  
2. Partisipatif   
Dalam melaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus melibatkan 
peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan 
hasil survei yang sebenarnya.  
3. Akuntabel  
Hal-hal yang diatur dalam Survei Kepuasan Masyarakat harus dapat 
dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten 
kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang 
berlaku. 
4. Berkesinambungan  
Survei Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan 
berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas 
pelayanan. 
5. Keadilan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus menjangkau 
semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, 
agama, golongan dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik 
dan mental. 
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6. Netralitas Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, surveyor 
tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan, dan tidak 
berpihak. 
 Berdasarkan  prinsip pelayanan  sebagaimana telah ditetapkan dalam 
Permenpan-RB Nomor 14 tahun 2017 sebagai unsur minimal yang harus ada 
untuk dasar pengukuran kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut: 
1. Persyaratan   
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 
jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur   
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 
penerima pelayanan, termasuk pengaduan.   
3. Waktu Penyelesaian 
Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 
4. Biaya/Tarif 
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara 
yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara 
penyelenggara dan masyarakat. 
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang 
diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
29 
 
 
 
Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis 
pelayanan. 
6. Kompetensi Pelaksana 
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan 
pengalaman. 
7. Perilaku Pelaksana 
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara 
pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 
9. Sarana dan prasarana 
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 
mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang 
merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, 
pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak 
(komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak 
(gedung). 
 
II.2.7 Model Pengukuran Kepuasan Masyarakat 
 Kepuasan masyarakat mengukur secara komprehensif kegiatan tentang 
tingkat tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas 
pendapat masyarakat. 
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 Rogers dalam Arif Zainudin (2015) mengenalkan model „Three E‟s‟ yang 
terdiri dari: economies, efficiency, dan effectiveness. Pertama, economies yang 
diartikan sebagai seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan 
resources yang dibutuhkan. Kedua, Efisiensi adalah perbandingan antara output 
dengan input yang dibutuhkan. Sedangkan yang ketiga, efektifitas adalah hasil 
akhir dari pelayanan dikaitkan dengan outputnya. 
 Dan yang dimaksud Out-Comes adalah nilai tertinggi atau keuntungan 
pelayanan bagi pengguna sebagai perpaduan kebutuhan pengguna dalam 
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan tingkat pelayanan adalah 
volume pelayanan kaitannya dengan target populasi yang dapat dijangkau. Takeup 
(proporsi target populasi menggunakan pelayanan) di sini adalah perhitungan 
yang didasarkan atas indikator kegunaan paling tinggi dari kualitas pelayanan 
yang diberikan. Secara ringkas dapat digambarkan dalam bagan berikut: 
    Gambar II.1 
 
  (Sumber: penelitian Arif Zainudin 2015) 
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II.2.8 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Masyarakat 
 Donni Juni Priansa (2017:100-101) menjelaskan, publik memanfaatkan 
pelayanan organisasi publik karena adanya kebutuhan atas pelayanan tersebut. 
Namun demikian, terdapat sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan 
publik atas pelayanan yang diterimanya. Faktor tersebut antara lain berkenaan 
dengan: 
1. Komponen Kepribadian. 
Komponen kepribadian berkenaan dengan ranah psikologi klinis. 
Dengam demikian maka kepuasan publik berkenaan dengan paradigm 
berpikir dan prestise pribadi publik itu sendiri dalam memanfaatkan 
pelayanan organisasi publik 
2. Komponen Demografis. 
Komponen demografis berkenaan dengan usia, pendapatan, pendidikan, 
dan factor demografis lainnya. Misalnya publik dengan tingkat 
pendidikan SD pada umumnya lebih mudah puas dibandingkan dengan 
publik dengan status pendidikan perguruan tinggi. Selain itu, publik 
dengan pendidikan yang tinggi cenderung menuntut pelayanan yang 
lebih ekstra dibandingkan dengan publik berpendidikan rendah. 
3. Komponen Psikografis. 
Komponen ini berkenaan dengan gaya hidup (life style). Gaya hidup 
adalah pola yang digunakan orang untuk hidup dan menghabiskan 
waktu serta uang berkenaan dengan pelayanan publik dimana pada 
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umumnya sejumlah individu cenderung ingin memperoleh pelayanan 
yang cepat meski harus membayar sejumlah uang.  
 
II.3 Pokok-Pokok Penelitian 
 Pokok-pokok penelitian merupakan suatu langkah penelitian, dimana 
peneliti menurunkan variable penelitian ke dalam konsep yang memuat indikator-
indikator yang lebih rinci dan dapat diukur. Penelitian ini berfokus pada unsur 
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan berbasis e-kelurahan berdasarkan 
Permenpan No 14 Tahun 2017.  
1. Persyaratan   
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 
jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur   
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 
penerima pelayanan, termasuk pengaduan.   
3. Waktu Penyelesaian 
Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 
4. Biaya/Tarif 
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara 
yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara 
penyelenggara dan masyarakat. 
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5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang 
diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis 
pelayanan. 
6. Kompetensi Pelaksana 
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan 
pengalaman. 
7. Perilaku Pelaksana 
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara 
pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 
9. Sarana dan prasarana 
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 
mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang 
merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, 
pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak 
(komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak 
(gedung). 
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II.4 Definisi Konsepsional 
1. Pelayanan Publik, merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh 
instansi/organisasi pemerintah yang memberikan kebutuhan 
masyarakat. Pelayanan publik dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) 
jenis yakni : (1) pelayanan barang jasa, (2) pelayanan kebutuhan 
administrasi. 
2. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan 
survei kepuasan masyarakat yang berupa angka berdasarkan atas unsur 
yang digunakan untuk menganalisis kepuasan masyarakat atas 
pelayanan. 
II.5 Definisi Operasional 
 Variabel yang digunakan dalam mengukur IKM adalah harapan dan 
penilaian masyarakat atas kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan 
publik. Variabel-variabel tersebut diberi batasan dengan spesifikasi aktivitas atau 
operasi yang diperlukan agar dapat dilakukan pengukuran. Tolok ukur dalam 
pengukuran IKM dalam kegiatan ini menggunakan Permenpan-RB No.14 Tahun 
2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat, didalam mengatur 9 unsur 
dalam penilaian IKM unit pelayanan publik. 
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II.6 Alur Pikir Penelitian 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar II.02 
Alur Pikir Penelitian 
(Sumber: Penelitian Arif Zainudin dan Sri Sutjiatmi 2015) 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 Menurut Sugiyono (2017:2), metode penelitian pada dasarnya merupakan 
cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 
Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara 
ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu 
didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. 
Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk 
akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang 
dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat 
mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sitematis artinya, proses 
yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang 
bersifat logis. 
 Dalam Sugiyono (2017:8), metode penelitian kuantitatif adalah metode 
penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 
pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 
penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menguji 
hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis 
penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk memberi analisis kepuasan masyarakat 
terhadap pelayanan berbasis E-Kelurahan di Kecamatan Margadana. 
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III.1 Tipe Penelitian 
 Menurut Sugiyono (2107:4), penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan, 
tujuan, dan tingkat kealamiahan (natural setting) obyek yang diteliti. Berdasarkan 
tujuan, metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar (basic 
research), penelitian terapan (applied research) dan penelitian pengembangan 
(research and development). Selanjutnya berdasarkan tingkat kealamiahan, 
metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi metode penelitian eksperimen, 
survey dan naturalistik. 
 Menurut Sugiyono (2013 :11) mengatakan bahwa penelitian dapat dilihat 
dari tingkat eksplanasi yaitu penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan 
variable – variable yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan 
variabel yang lain. Berdasarkan hal ini penelitian dapat dikelompokan menjadi:  
a. Penelitian Deskriptif  
Penelitian Deskriptif adalah penelitan yang dilakukan untuk mengetahui 
nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa 
membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu 
dengan variabel lainnya. 
b. Penelitian Komparatif  
Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat 
membandingkan. Di sini variabelnya masih sama dengan penelitian 
variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu, atau dalam 
waktu yang berbeda. 
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c. Penelitian Asosiatif  
Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian 
asosiatif maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi 
untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala. 
 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif 
dengan tujuan untuk menggambarkan/mengetahui nilai variabel mandiri yaitu 
variabel kepuasan masyarakat, tanpa membuat perbandingan atau 
menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. 
III.2 Populasi dan Sampel Penelitian 
 Menurut Sugiyono (2017:80) berpendapat bahwa populasi adalah wilayah 
generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
ditarik kesimpulannya.  
 Sedangkan Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 
dimiki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 
mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, 
tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari 
populasi tersebut. apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat 
diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus  
betul-betul representatif. 
 Dalam pengambilan sampel dari suatu populasi dapat dibedakan menjadi 
dua kategori pengambilan sampel, yaitu: 
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A. Probalitiy Sampling 
Merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang 
sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota 
sampel. Teknik ini meliputi: 
1. Sampel Random Sederhana ( Simple Random Sampling) 
Merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan 
yang sama kepada setiap anggota  yang ada dalam suatu populasi 
untuk dijadikan sampel. Syarat untuk dapat dilakukan teknik simple 
random sampling adalah:  
a. Anggota populasi tidak memiliki strata sehingga relatif homogen 
b. Adanya kerangka sampel yaitu merupakan daftar elemen-elemen 
populasi yang dijadikan dasar untuk pengambilan sampel.  
2. Strata Sampel ( Stratified Sampling ) 
Merupakan teknik pengambilan sampel dengan populasi yang 
memilki strata atau tingkatan dan setiap tingkatan memiliki 
karakteristik sendiri. Karena jumlah populasi pada setiap strata tidak 
sama, maka dalam pelaksanaannya dibagi dua jenis, yaitu: 
1. Proporsional 
Yaitu jumlah sampel yang diambil dari setiap strata sebanding , sesuai 
dengan proporsional ukurannya. 
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2. Disproporsional 
Yaitu jumlah sampel yang diambil dari setiap strata jumlahnya sama 
tidak sebanding dengan jumlah populasi dengan proporsi sampel di 
setiap strata. 
3. Cluster Sampling (Area Sampling) 
Teknik penarikan sampel dengan menggunakan metode ini adalah 
populasi dibagi dulu atas kelompok berdasarkan area atau cluster, lalu 
kemudian beberapa cluster dipilih sebagai sampel, dari cluster 
tersebut bisa diambil seluruhnya atau sebagian saja untuk dijadikan 
sampel. Anggota populasi di setiap populasi tidak perlu homogen. 
B. Nonprobability Sampling 
Nonprobabiliy Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 
memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota 
populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini  meliputi: 
1. Sampling Insidental 
Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 
kebetulan saja, anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia 
menjadi responden untuk dijadikan sampel atau peneliti memilih 
orang-orang terdekat saja. 
2. Sampling Kuota 
Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi 
yang mempumyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang 
diinginkan. 
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3. Purposive Sampling  
Merupakan metode penetapan responden untuk dijadikan sampel 
berdasarkan pada criteria-kriteria tertentu. 
4. Snowball Sampling  
Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang pada 
mulanya jumlahnya kecil, tetapi makin lama makin banyak, berhenti 
sampai informasi yang didapatkan dinilai telah cukup. Teknik ini baik 
untuk diterapkan jika calon responden sulit untuk diidentifikasi. 
 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan probability 
sampling, dimana suatu populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih 
dalam sampel. 
 Untuk mendapatkan sampel yang dapat menggambarkan dan menentukan 
sampel, maka dalam penentuan sampel penelitian ini digunakan rumus Slovin 
dalam Arif Zainudin (2015), dapat digambarkan sebagai berikut 
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Keterangan :  
n = Ukuran Sampel 
N = Ukuran Populasi  
e = Margin Eror kisaran 5% - 10%   
d = galat pendugaan 
 Diketahui bahwa jumlah user pengguna layanan aplikasi E-Kelurahan 
sebanyak 2.856 maka perhitungan sampel sebagai berikut: 
 
  
  
       
 
  
     
             
 
  
     
     
 
        
maka didapati n= 96, 61 sehingga dapat dibulatkan menjadi 100 sampel 
III.3 Macam dan Jenis Data 
 Macam data ada dua yaitu data Kualitatif dan data Kuantitatif. Data 
kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. 
Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang 
diangkakan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kuantitatif. 
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Kemudian data kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu data diskrit/ nominal dan data 
kontinom. Data nominal adalah data yang hanya dapat digolong – golongkan 
secara terpisah, secara diskrit / kategori. Data kontinum adalah data yang 
bervariasi menurut tingkatan dan diperoleh dari hasil pengukuran. Data kontinum 
terdiri dari tiga jenis data yaitu: 
a. Kontinum ordinal adalah data yang berbentuk ranking atau peringkat 
b. Kontinum interval : data yang jaraknya sama tapi tidak mempunyai 
nilai nol (0) absolute/mutlak 
c. Data ratio : data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai nol (0)   
absolute/mutlak. Misalnya : berat, panjang, volume dal lain-lain. 
 Menurut Sugiyono (2017:225), bila dilihat dari sumber datanya maka 
pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.  
a. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 
kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data primer bersumber 
dari aparatur dan masyarakat pengguna aplikasi E-Kelurahan dan Data 
Indeks Kepuasan Masyarakat melalui 9 unsur pelayanan. 
b. Sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 
memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 
atau dokumen. Data ini diperoleh dari instansi terkait seperti arsip, 
bahan dokumentasi pustaka terkait, buku,  jurnal, koran, monografi, 
sumber data internet dan lain-lain. 
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III.4 Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam Sugiyono (2017:224-225) mengatakan pengumpulan data dapat 
dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat  
settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting), pada 
laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, 
pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat sumber datanya, 
maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber 
sekunder. 
 Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis dalam penelitian  
ini adalah : 
1. Metode Observasi  
Sutrisnohadi (1986) dalam Sugiyono (2017:145) mengemukakan 
bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses 
yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua 
diantara yang terpenting adalah proses – proses pengamatan dan 
ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila 
berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala – gejala alam 
dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. 
Dari segi pelaksanaan observasi dapat dibedakan menjadi : 
a. Observasi berperan serta (participant observation)  
Peneliti terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari obyek yang 
diamati dan mengikuti aktivitas obyek penelitian. 
b. Observasi nonpartisipan (participant observation)  
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Peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat 
independen.  
 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi nonpartisipan 
(nonparticipant observation) dimana peneliti hanya sebagai pengamat dan tidak 
terlibat langsung dalam dalam pelaksanaan. 
1) Wawancara 
Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk  
memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara digunakan 
bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta 
jumlah responden sedikit. 
III.4.1 Kuesioner 
 Kuesioner yakni dengan menggunakan daftar pertanyaan yang ditujukan 
kepada responden sebagai sumber instrumen untuk menganalisa hasil penelitian. 
Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 
informasi dari responden berdasarkan hal-hal yang diketahui. 
 Merujuk pada Permenpan-RB No 14 Tahun 2017, dalam menyusun Survei 
Kepuasan Masyarakat digunakan daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai alat bantu 
pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Penyusunan 
kuesioner disesuaikan dengan jenis layanan yang disurvei dan data yang ingin 
diperoleh dari jenis ataupun unit layanan. 
Adapun uraian kuesioner sebagai berikut : 
1) Bagian Pertama   
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Pada bagian pertama berisikan judul kuesioner dan nama instansi yang 
dilakukan survei. 
2) Bagian Kedua   
Pada bagian kedua dapat berisikan identitas responden, antara lain:  
jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. Identitas dipergunakan 
untuk menganalisis profil responden kaitan dengan persepsi (penilaian) 
responden terhadap layanan yang diperoleh. 
3) Bentuk Jawaban 
Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam 
kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan 
jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan 
tingkat kualitas pelayanan. Instrumen penelitian yang digunakan pada 
penelitian ini menggunakan skala likert. Skala Likert juga disebut 
summater rating scale yang berarti nilai peringkat setiap jawaban atau 
tanggapan itu dijumlahkan sehingga mencapai nilai total. Skala ini 
banyak digunakan karena memberi peluang kepada responden untuk 
mengekspresikan perasaan mereka dalam bentuk persetujuan atau tidak 
setuju terhadapa suatu pertanyaan (Sugiyono 2017:93). 
Tingkat kualitas pelayanan di mulai dari  sangat baik/puas sampai 
dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) 
kategori, yaitu:   
1) tidak baik,  diberi nilai persepsi 1;  
2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2;   
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3) baik,  diberi nilai 3;  
4) sangat baik,  diberi nilai persepsi 4. 
III.5 Teknik  Analisis Data 
 Dalam Sugiyono (2017:147), dalam penelitian kuantitatif analisa data 
merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain 
terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data 
berdasarkan variable dan jenis responden, menstabulasi data berdasarkan variable 
dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan 
perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk 
menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan 
hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. Penelitian ini menggunakan analisis 
deskriptif kuantitatif. 
 Hasil pengumpulan data penilaian dari kuesioner untuk unit pelayanan 
perijinan yang berisfat perijinan dan non-perijinan dalam lembar kerja  
(worksheet) sebagai berikut : 
Tabel III.1 
Lembar Kerja 
Nomor 
Responden 
U1 U2 U3 …. U9 
1      
2      
…..      
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 Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-
masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat 
terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki 
penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan  dengan rumus,  sebagai 
berikut: 
    Rumus III.2 
                                 
            
            
 
 
 
   
 N= bobot nilai per unsur 
                                 
            
            
 
 
 
      
 Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai 
rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut : 
    Rumus III.3 
    
                                   
                       
                 
 Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 
100,  maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, 
dengan rumus sebagai berikut: 
 
     Rumus III.4 
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 Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, 
maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:  
a. Menambah unsur yang dianggap relevan;  
b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang 
dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur 
tetap 1.  
 
Tabel III.2 
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu  Pelayanan 
dan Kinerja Unit Pelayanan 
 
Nilai   
Persepsi 
Nilai 
Interval (NI) 
Nilai Interval 
Konversi(NIK) 
Mutu 
Pelayanan(x) 
Kinerja Unit 
Pelayanan(y) 
1 1,00 – 
2,5996 
25,00 – 64,99 D Tidak Baik 
2 2,60 – 3,064 65,00 – 76,60 C Kurang Baik 
3 3,0644–
3,532 
76,61 – 88,30 B Baik 
4 3,5324 – 
4,00 
88,31 – 100,00 A Sangat Baik 
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BAB IV 
DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN 
 Penelitian tentang Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan 
Berbasis E-Kelurahan berlokasi di Kecamatan Margadana Kota Tegal. Gambaran 
tentang lokasi penelitian akan diuraikan dalam beberapa bagian, sebagai berikut: 
IV.1 GAMBARAN UMUM KECAMATAN MARGADANA 
 Kecamatan Margadana adalah sebuah kecamatan di Kota Tegal, Provinsi 
Jawa Tengah. Secara geografis wilayah kecamatan Margadana terletak diantara 
06,51‟ LS –06,52‟ LS dan 109,09‟ BT – 109,10‟ BT. dengan luas wilayah 11.76 
Km², dengan batas wilayah sebagai berikut : 
1. Sebelah Utara : Kecamatan Tegal Barat 
2. Sebelah Timur : Kecamatan Tegal Timur 
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tegal Selatan 
4. Sebelah Barat : Kabupaten Brebes 
Gambar IV.1 Peta Wilayah Kecamatan Margadana  
 
 
 
 
 Sumber: waesalqorny.blogspot.com 
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 Secara administratif Kecamatan Margadana termasuk dalam wilayah Kota 
Tegal yang merupakan bagian dari wilayah Propinsi Jawa Tegah yang terletak 
pada pesisir utara pulau jawa, Kecamatan Margadana meliputi 7 Kelurahan serta 
terdiri atas 34 RW dan 189 RT, berikut ini nama dan luas kelurahan yang berada 
dalam wilayah Kecamatan Margadana. 
Tabel IV.1  
Nama Kelurahan dan Luas Wilayah 
No. Kelurahan Luas (km
2
) 
1. Kaligangsa 2,53 
2. Krandon 1,20 
3. Cabawan  1,28 
4. Margadana 2,41 
5. Kalinyamat Kulon 1,52 
6. Sumurpanggang 1,00 
7. Pesurungan Lor 1,82 
Luas Total 11,76 
Sumber: Kecamatan Margadana 
 Kecamatan Margadana adalah sebuah kecamatan di Kota Tegal yang 
terdiri dari 7 kelurahan yang memiliki karakteristik: 
 Relief daerah : dataran rendah 
    Tinggi dari permukaan air ±3 meter 
 Struktur tanah : tanah pasir dan tanah liat 
 Iklim  : tropis. 
  Luas wilayah Kecamatan Margadana sebesar 11.760 km
2
 yang terdiri 
dari: 
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 Luas tanah sawah  : 362,05 ha 
 Luas bukan lahan sawah : 813,95 ha 
 Sebagai wilayah pengembangan Kecamatan Margadana kaya akan potensi 
wilayah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan, seperti potensi pertanian, 
perdagangan peternakan dan pariwisata.  
 Beberapa tempat menarik di kecamatan ini antara lain: Terminal Bus Kota 
Tegal, Bahari Waterpark, Taman Bung Karno, Polder Bayeman, Sungai Gangsa, 
sentra budidaya itik Tegal, areal persawahan yang luas dengan latar belakang 
Gunung Slamet dan Gunung Ciremai, serta masih banyak lagi. 
IV.2 KEPENDUDUKAN 
IV.2.1  Jumlah Penduduk 
 Secara Demografis keadaan penduduk kecamatan margadana yang 
tersebar di 7 Kelurahan masing-masing ada yang padat penduduknya adapula 
yang relative cukup padat. Kepadatan penduduk rata-rata di kecamatan 
Margadana Kota Tegal pada tahun 2019 sebesar 5.250,3 km
2
 dengan kepadatan 
penduduk tertinggi di kelurahan Sumurpanggang sebesar 7.658 jiwa/Km² dan 
kepadatan terendah di kelurahan Pesurungan Lor sebesar 3.103,8 jiwa/Km². 
 Jumlah total penduduk Kecamatan Margadana pada tahun 2019 adalah 
61.701 jiwa yang terdiri dari 31.322 jiwa penduduk laki-laki dan 30.379 jiwa 
penduduk perempuan. Untuk lebih lengkapnya jumlah penduduk Kecamatan 
Margadana dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel IV.2 
Jumlah penduduk Kecamatan Margadana menurut jenis kelamin  
dan kelurahan 
Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 6.175 5.871 12.046 19,52
2 3.553 3.463 7.016 11,37
3 3.377 3.363 6.740 10,92
4 8.285 8.053 16.338 26,48
5 3.201 3.053 6.254 10,14
6 3.846 3.812 7.658 12,41
7 2.885 2.764 5.649 9,16
31.322 30.379 61.701 100,00
Prosentase
Jumlah
Penduduk
No Kelurahan
Kaligangsa
Krandon
Cabawan
Margadana
Kalinyamat Kulon
Sumurpanggang
Pesurungan Lor
Sumber: BPS Kota Tegal Tahun 2019 
 
 Berdasarkan tabel jumlah penduduk Kecamatan Margadana menurut jeis 
kelamin di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Margadana 
sebesar 61.701 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 31.322 jiwa dan 
penduduk perempuan sebesar 30.379 jiwa, jumlah tersebut tersebar dalam seluruh 
kelurahan yang ada di Kecamatan Maragadana.  
 Jumlah penduduk Kelurahan Kaligangsa sebesar 12.046 jiwa atau 19,52% 
dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada di kecamatan, yang terdiri dari 6.175 
jiwa penduduk laki-laki dan 5.871 jiwa penduduk perempuan.  
 Jumlah penduduk Kelurahan Krandon sebesar 7.016 jiwa atau 11,37% dari 
keseluruhan jumlah penduduk yang ada di kecamatan, yang terdiri dari 3.553 jiwa 
penduduk laki-laki dan 3.463 jiwa penduduk perempuan.  
 Jumlah penduduk Kelurahan Cabawan sebesar 6.740 jiwa atau 10,92% 
dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada di kecamatan, yang terdiri dari 3,377 
jiwa penduduk laki-laki dan 3.363 jiwa penduduk perempuan.  
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 Jumlah penduduk Kelurahan Margadana sebesar 16.338 jiwa atau 26,48% 
dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada di kecamatan, yang terdiri dari 8.285 
jiwa penduduk laki-laki dan 8.053 jiwa penduduk perempuan.  
 Jumlah penduduk Kelurahan Kalinyamat Kulon sebesar 6.254 jiwa atau 
10,14% dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada di kecamatan, yang terdiri 
dari 3.201 jiwa penduduk laki-laki dan 3.053 jiwa penduduk perempuan.  
 Jumlah penduduk Kelurahan Sumurpanggang sebesar 7.658 jiwa atau 
12,41% dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada di kecamatan, yang terdiri 
dari 3.846 jiwa penduduk laki-laki dan 3.812 jiwa penduduk perempuan. 
 Sedangkan jumlah penduduk Kelurahan Pesurungan Lor sebesar 5.649 
jiwa atau 9,16% dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada di kecamatan, yang 
terdiri dari 2.885 jiwa penduduk laki-laki dan 2.764 jiwa penduduk perempuan.  
 Jumlah penduduk juga dapat dilihat melalui rasio jenis kelamin yang dapat 
dilihat melalui tabel di bawah ini, dengan perhitungan rumus sebagai berkut: 
Rumus IV.1 
Rasio Jenis Kelamin 
 
    
  
  
    
Keterangan: 
RJK = Rasio Jenis Kelamin 
∑L = jumlah penduduk laki-laki di suatu daerah pada suatu waktu 
∑P = jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada suatu waktu 
k   = 100 penduduk perempuan 
 
55 
 
 
 
Tabel IV.3  
Jumlah penduduk Kecamatan Margadana menurut  
jenis kelamin dan sex ratio 
Laki-Laki Perempuan Sex Ratio
1 6.175 5.871 105
2 3.553 3.463 103
3 3.377 3.363 100
4 8.285 8.053 103
5 3.201 3.053 105
6 3.846 3.812 101
7 2.885 2.764 104
31.322 30.379 103
Margadana
Kalinyamat Kulon
Sumurpanggang
Pesurungan Lor
Jumlah
Cabawan
No Kelurahan
Penduduk
Kaligangsa
Krandon
Sumber: BPS Kota Tegal Tahun 2019 
 Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rasio jenis kelamin penduduk 
Kecamatan Margadana pada tahun 2019 adalah 103, artinya tiap 100 penduduk 
perempuan ada sebanyak 103 penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin penduduk 
dapat dilihat pada setiap kelurahan diantaranya rasio jenis kelamin penduduk 
Kelurahan Kaligangsa adalah 105, artinya tiap 100 penduduk perempuan ada 
sebanyak 105 penduduk laki-laki. 
 Rasio jenis kelamin penduduk Kelurahan Krandon adalah 103, artinya tiap 
100 penduduk perempuan ada sebanyak 103 penduduk laki-laki. rasio jenis 
kelamin penduduk Kelurahan Cabawan adalah 100, artinya tiap 100 penduduk 
perempuan ada sebanyak 100 penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin penduduk 
Kelurahan Margadana adalah 103, artinya tiap 100 penduduk perempuan ada 
sebanyak 103 penduduk laki-laki.  
 Rasio jenis kelamin penduduk Kelurahan Kalinyamat Kulon adalah 105, 
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artinya tiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 105 penduduk laki-laki. Rasio 
jenis kelamin penduduk Kelurahan Sumurpanggang adalah 101, artinya tiap 100 
penduduk perempuan ada sebanyak 101 penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin 
penduduk Kelurahan Pesurungan Lor adalah 104, artinya tiap 100 penduduk 
perempuan ada sebanyak 104 penduduk laki-laki. 
IV.2.2  Penduduk dilihat dari mata pencaharian 
 Penduduk Kecamatan Margadana jika dilihat dari mata pencahariannya 
terbagi dalam berbagai jenis pekerjaan diantaranya adalah petani, nelayan, 
PNS/TNI/POLRI, dan lainnya. Berikut distribusi jenis mata pencaharaian 
penduduk Kecamatan Margadana:  
Tabel IV.4 
Mata Pencaharian Penduduk 
Petani Buruh Tani Nelayan Pengusaha Buruh Industri Buruh Bangunan Pedagang Angkutan PNS Pensiunan Lainnya
1. 574 651 9 6 37 519 2516 976 62 8 295 5653
2. 370 266 3 20 10 273 2236 11 23 4 107 3323
3. 171 280 17 34 312 119 1387 0 8 4 0 2332
4. 280 980 10 7 280 600 1566 21 133 115 788 4780
5. 484 298 5 82 460 93 1353 16 78 20 149 3038
6. 41 20 409 52 67 206 2181 70 115 35 262 3458
7. 25 99 57 475 275 175 211 174 55 13 983 2542
1945 2594 510 676 1441 1985 11450 1268 474 199 2584 25126
Prosentase (%) 7,7 10,3 2 2,7 5,7 7,9 45,6 5 1,9 0,8 10,3 100
KelurahanNo.
Mata Pencaharian
Jumlah
Total Jumlah
Kaligangsa
Krandon
Cabawan
Margadana
Kalinyamat Kulon
Sumurpanggang
Pesurungan Lor
Sumber: Monografi Kecamatan Margadana Tahun 2019 
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 Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan 
Margadana bila dilihat dari mata pencaharian penduduknya meliputi beberapa 
macam antara lain petani dengan prosentase 7,7% , buruh tani dengan prosentase 
10,3% , nelayan dengan prosentase 2% , pengusaha dengan prosentase 2,7% , 
buruh industri dengan prosentase 5,7% , buruh bangunan dengan prosentase 7,9%, 
pedagang dengan prosentase 45,6% , jasa angkutan dengan prosentase 5% , PNS 
dengan prosentase 1,9% , pensiunan dengan prosentase 0,8% , dan lainnya sebesar 
10,3%. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah pedagang dengan 
prosentase 45,6% sedangkan prosentase terkecil mata pencaharian masyarakat 
adalah sebagai pensiunan sebesar 0,8%. Untuk menunjang kegiatan dagang 
masyarakat, pemerintah mewajibkan masyarakat untuk mempunyai surat ijin yang 
dinamakan surat ijin usaha mikro dan kecil (IUMK). Masyarakat dapat mengurus 
surat ijin tersebut di Kecamatan Margadana. Adapun prasarana penunjang dalam 
pengurusan IUMK yaitu: 
 Alat tulis kantor 
 Buku Register 
 Stempel Kecamatan 
 Draft IUMK 
IV.2.3  Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin 
 Penduduk Kecamatan Margadana apabila dilihat dari kelompok umur 
dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok yaitu kelompok umur 0-4 tahun 
hingga kelompok umur 75+ tahun, berikut distribusi penduduk Kecamatan 
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Margadana menurut kelompok umur. 
Table IV.5 
Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin 
4.044
5.037
4.919
5.145
5.159
5.225
5.234
5.983
5.113
3.927
3.296
2.787
2.295
1.592
913
1.075
61.744
35 − 39
40 − 44
45 − 49
50 − 54
55 − 59
30 − 34
Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan
Penduduk
2.572
2.670
2.690
2.757
5 − 9
10 − 14
15 − 19
20 − 24
25 − 29
Jumlah
0 − 4 2.148
2.615
2.549
1.666
1.474
3.055
2.651
2.033
1.630
1.313
2.535
2.477
2.928
2.462
1.894
1.896
2.422
2.370
2.573
2.489
1.206
838
553
639
Jumlah 31.322 30.422
1.089
754
360
436
65 − 69
70 − 74
75+
60 − 64
 
Sumber: BPS Kota Tegal Tahun 2019 
  
 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kelompok umur  dengan 
jumlah penduduk terbanyak adalah kelompok umur 35−39 tahun dengan jumlah 
penduduk sebesar 5.983 jiwa, sedangkan dengan jumlah penduduk terkecil adalah 
kelompok umur 70−74 tahun dengan jumlah penduduk 913 jiwa. 
IV.2.4  Penduduk menurut agama yang dianut 
 Penduduk Kecamatan Margadana menurut agama yang dianut dapat 
dilihat melalui tabel berikut: 
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Tabel IV.6 
Penduduk menurut agama yang dianut 
Islam Kristen Katholik Hindu Budha Lainnya
1 12.025 20 0 0 0 1
2 7.015 0 1 0 0 0
3 6.732 7 0 0 0 1
4 16.293 42 1 0 0 2
5 6.293 4 0 0 0 0
6 7.594 54 6 0 4 0
7 5.649 0 0 0 0 0
61.601 127 8 0 4 4
Margadana
Kalinyamat Kulon
Sumur Panggang
Pesurungan Lor
Jumlah
No Kelurahan
Agama
Kaligangsa
Krandon
Cabawan
Sumber: BPS Kota Tegal Tahun 2019 
  
 Merujuk pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa penduduk menurut 
agama yang dianut antara lain Islam sebanyak 12.025 orang, Kristen sebanyak 
127 orang, Katholik sebanyak 8 orang, Budha sebanyak 4 orang dan lain-lain 
sebanyak 4 orang. Agama Islam mendominasi dengan jumlah penduduk yang 
paling banyak sementara tidak ada yang memeluk agama Hindu. 
IV.2.5  Penduduk dilihat dari tingkat pendidikan 
 Penduduk Kecamatan Margadana apabila dilihat dari tingkat pendidikan 
(bagi umur 5 tahun ke atas) dapat diketahui melalui tabel berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
 
 
 
Table IV.7 
Tingkat Pendidikan Penduduk 
Pendidikan Tinggi SLTA SLTP SD Tidak Tamat SD Belum Tamat SD Tidak Sekolah
1 195 1.096 2780 456 369 1.036 376 6308
2 127 721 2.043 500 120 1.055 117 4683
3 75 303 517 2.783 186 652 1.041 5557
4 265 2.879 2.786 4.538 994 2.097 1.556 15115
5 253 1.052 1.094 2.443 138 758 136 5874
6 500 1.665 1.234 2.155 717 2.000 8271
7 131 600 777 1.030 475 1.079 540 4632
1546 8316 11231 13905 2282 7394 5766 50440
3,1 16,5 22,3 27,6 4,5 14,7 11,4 100
Total Jumlah
Prosentase (%)
No. Kelurahan
Tingkat Pendidikan
Kaligangsa
Krandon 
Cabawan
Jumlah
Margadana
Kalinyamat Kulon
Sumurpanggang
Pesurungan Lor
Sumber: Monografi Kecamatan  Margadana Tahun 2019 
 
 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan penduduk 
di Kecamatan Margadana didominasi oleh tamatan SD dengan prosentase 27,3% 
atau 13.905 orang, sedangkan tamatan pendidikan tinggi mempunyai prosentase 
yang terkecil yaitu 3,1% atau 1.546 orang. Penduduk dengan tingkat pendidikan 
SLTA sebanyak 16,5% atau 8.316 orang, SLTP sebanyak 22,5% atau 11.231 
orang, penduduk yang tidak tamat SD sebanyak 4,5% atau 2.282 orang, penduduk 
yang belum tamat SD sebanyak 14,7% atau 7.394 orang sedangkan penduduk 
yang tidak sekolah mencapai 11,4% atau 5.766 orang. 
 Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Kecamatan Margadana dapat 
dilihat dalam tabel berikut ini: 
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Tabel IV.8 
Sarana dan Prasarana Pendidikan 
TK Murid Guru SD Murid Guru MI Murid Guru
1 1 123 10 3 435 32 2 525 29
2 0 0 0 3 479 28 1 360 14
3 0 0 0 1 130 9 0 0 0
4 1 61 8 8 1.236 83 1 110 8
5 1 42 3 3 388 38 0 0 0
6 3 351 25 3 536 34 1 92 10
7 1 83 7 2 384 23 1 139 9Pesurungan Lor
Kaligangsa
Krandon
Cabawan
Margadana
Kalinyamat Kulon
Sumurpanggang
No. Kelurahan
Jumlah Jumlah Jumlah
 
Sumber: BPS Kota Tegal Tahun 2019 
 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana prasarana penunjang 
pendidikan yang ada di Kecamatan Margadana terdiri dari sekolah TK, sekolah 
SD, dan MI yang masing-masing kelurahan mempunyai jumlah sekolah, murid 
dan guru yang berbeda-beda. Kelurahan dengan jumlah sekolah TK yang paling 
banyak ada di Kelurahan Sumurpanggang yaitu terdiri dari 3 sekolah, 351orang  
murid, dan 25 orang guru, kelurahan dengan jumlah sekolah SD terbanyak ada di 
Kelurahan Margadana yaitu terdiri dari 8 sekolah, 1.236 orang murid, dan 83 
orang guru, sedangkan kelurahan dengan jumlah sekolah MI terbanyak ada di 
Kelurahan Kaligangsa yaitu terdiri dari 2 sekolah, 525 orang murid, dan 29 orang 
guru. 
IV.3 PEMERINTAHAN 
 Di dalam Peraturan Pemerintah no 17 tahun 2018 tentang kecamatan 
bahwa dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik 
Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah 
kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urlrsan pemerintahan umum.  
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 Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan 
sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai 
penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang 
melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan 
kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di 
kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan 
sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur 
penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah. 
 Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat 
dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di 
Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai 
perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan 
pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
a.  Tugas dan fungsi kecamatan menurut Peraturan Walikota Tegal no 20 
tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tuga, fungsi dan tata kerja 
kecamatan dan kelurahan Kota Tegal, sebagai berikut: 
1) Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi 
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan 
masyarakat kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh 
Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 
2) Dalam melaksanakan tugas Kecamatan menyelenggarakan fungsi : 
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a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum; 
b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 
ketertiban umum; 
d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan 
Walikota; 
e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 
umum; 
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 
dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; 
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan; 
h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan 
Daerah yang ada di kecamatan; 
i. pelaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh peraturan 
perundang-undangan; dan 
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
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Bagan IV.1  
Organisasi Kecamatan Margadana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kelurahan menjadi bagian dari pengaturan dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2018 dikarenakan berdasarkan kedudukannya dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah, kelurahan bukan 
lagi merupakan perangkat daerah, namun kelurahan merupakan perangkat 
Camat 
Subbagian 
Program dan 
Keuangan 
 
Sekretaris 
Kelompok 
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Seksi Pelayanan 
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kecamatan. Dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan 
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, dialokasikan arggaran untuk Kelurahan 
di daerah kota yang tidak ada desanya paling sedikit 5% (lima persen) dari 
anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. 
Sedangkan untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang 
memiliki desa, alokasi anggarannya paling sedikit sebesar alokasi dana desa 
terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota. 
 Kelurahan mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas 
Camat dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 
pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, meliputi : melaksanakan 
kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan 
masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana serta fasilitas pelayanan umum. 
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BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Pada bab ini, penulis menganalisa hasil “Survei Kepuasan Mayarakat 
Terhadap Pelayanan Berbasis E-Kelurahan di Kecamatan Margadana” untuk 
mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan 
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui 
tingkat kepuasan masyarakat menggunakan instrument angket/ kuisioner  dengan 
menggunakan sampel 100 orang yaitu masyarakat pengguna E-Kelurahan di 
wilayah Kecamatan Margadana. Angket / kuisioner yang dibagikan kepada 
responden berbentuk kuesioner elektronik (e-survey) melalui Google Form dan 
terkoneksi secara online dengan perangkat elektronik peneliti.  
 Kuesioner/angket yang dibagikan  terdiri dari 15 pertanyaan pilhan ganda 
dengan sistem wajib mengisi dan 3 pertanyaan esay dengan sistem tidak wajib 
mengisi. Angket yang dibagikan kepada responden berpedoman pada Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 14 Tahun 
2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 
Penyelenggara Pelayanan Publik yang telah dikembangkan sesuai dengan unsur 
yang dibutuhkan, dengan ketentuan skor (nilai) sebagai berikut:  
Skore 4 bila responden menjawab pada Point A 
Skore 3 bila responden menjawab pada Point B  
Skore 2 bila responden menjawab pada Point C  
Skore 1 bila responden menjawab pada Point D 
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Arah analisis yang dimaksud dalam bab ini antara lain, yaitu: 
d. Untuk menggambarkan pelaksanaan pelayanan publik berbasis E-
Kelurahan. 
e. Untuk menggambarkan seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat 
terhadap pelayanan berbasis E- Kelurahan. 
f. Untuk menggambarkan rekomendasi yang direncanakan dalam 
meningkatkan kualitas layanan e-kelurahan di Kecamatan Margadana. 
 Sebelum membahas mengenai analisis data yang diperoleh melalui 
kuisioner, penulis akan memaparkan terlebih dahulu mengenai karakteristik 
responden yang mencakup jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan 
domisili masyarakat pengguna E-Kelurahan di wilayah Kecamatan Margadana. 
 Berikut uraian karakteristik responden yang diperoleh oleh peneliti setelah 
menyebarkan angket/ kuisioner : 
V.1 Karakteristik Responden 
 V.1.1 Jenis Kelamin Responden 
 Hasil penelitian menyebutkan bahwa responden berdasarkan jenis kelamin 
dalam analisis kepuasan masyarakat terhadap pelayanan berbasis E-Kelurahan 
Kecamatan Maragadana berjumlah 100 orang. Adapun uraiannya dapat dilihat 
pada grafik yang berikut ini: 
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Grafik V.1 
Jumlah resonden berdasarkan jenis kelamin 
 
Sumber: Olah data peneliti tahun 2020 
 
 Berdasarkan grafik 5.1 diatas dapat diketahui jumlah responden dari 
sampel masyarakat pengguna layanan E-Kelurahan di Kecamatan Margadana 
yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 51% dan yang berjenis kelamin 
perempuan dengan jumlah 49%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian 
besar responden didominasi oleh laki-laki dengan presentase 51%. 
V.1.2 Usia Responden 
 Masyarakat pengguna layanan E-kelurahan dengan karakteristik 
berdasarkan kelompok usia, dimana masyarakat yang dijadikan responden 
mempunyai rentang usia yang bervaratif dari usia responden yang paling muda 
yaitu berusia 17 tahun hingga usia responden yang paling tua yaitu rentang usia 
>41tahun. Data tersebut ditemukan berdasarkan angket penelitian yang ada. 
Laki-laki Perempuan
51% 
49% 
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Adapun karakteristik reponden berdasarkan usia disajikan dalam bentuk grafik 
sebagai berikut: 
Grafik V.2  
Jumlah responden berdasarkan usia 
Sumber: Olah data peneliti tahun 2020 
  
 Berdasarkan grafik 5.2 di atas dapat diketahui bahwa terdapat presentase 
16% dari jumlah seluruh responden masyarakat pengguna layanan E-Kelurahan 
yakni berusia 17-20 tahun, responden usia 21-30 tahun dengan presentase 62%, 
dan responden yang berusia 31-40 tahun dengan presentase 13%. Sedangkan 
responden yang berusia ≥ 41 tahun dengan presentase 9%.Sehingga dapat 
diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar responden pengguna layanan E-
Kelurahan didominasi oleh kelompok usia 21-30 tahun dengan presentase 62%. 
Fakta ini terjadi karena pada rentan usia 21-30 tahun banyak masyarakat yang 
masih mencari pekerjaan, sehingga masyarakat perlu untuk membuat surat SKCK 
sebagai syarat untuk mencari pekerjaan, hal ini dapat dilihat dari jumlah 
17 - 20 tahun 21 - 30 tahun 31 - 40 tahun > 41 tahun
16% 
62% 
13% 
9% 
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permintaan layanan SKCK sebanyak 14 layanan berdasarkan angket identitas 
responden pada rentan usia tersebut. 
V.1.3 Tingkat Pendidikan Responden 
 Responden dalam analisis kepuasan masyarakat terhadap pelayanan E-
Kelurahan mempunyai tingkat pendidikan yang bervariatif dari tingkat pendidikan 
SMP hingga yang mempunai pendidikan Strata-1 ke atas. Karakteristik responden 
berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam bentuk grafik berikut: 
Grafik V.3 
Tingkat pendidikan responden 
Sumber: Olah data peneliti tahun 2020 
 Melihat grafik 5.3 diatas dapat diketahui bahwa responden yang memiliki 
tingkat pendidikan S1 ke atas mempunyai presentase 31%,  responden yang 
memiliki tingkat pendidikan Diploma dengan presentase 10%, kemudian 
responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA/Sederajat dengan presentase 
53%, dan  responden yang memiliki tingkat pendidikan SMP dengan presentase 
0.0% 
6.0% 
53.0% 
10.0% 
31.0% 
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6%. Sedangkan tidak ada responden yang memiliki tingkat pendidikan SD. 
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas tingkat pendidikan responden 
didominasi oleh kelompok pendidikan SMA/Sederajat dengan presentase 53% 
atau sejumlah 53 orang dan tidak ada responden yang memiliki tingkat pendidikan 
SD.  
V.1.4 Pekerjaan Responden 
 Responden dalam analisis kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 
berbasis E-Kelurahan jika dilihat dari pekerjaannya dapat dibedakan menjadi 
beberapa kelompok, karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat 
pada grafik berikut: 
Grafik V.4  
Pekerjaan responden 
Sumber: Olah data peneliti tahun 2020 
 Berdasarkan grafik 5.4 di atas dapat diketahui bahwa pekerjaan responden 
yang berprofesi sebagai PNS/TNI/POLRI dengan  presentase 8%, responden yang 
8% 
33% 
17% 
24% 
18% 
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memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta mempunyai presentae 33%, 
responden yang berprofesi sebagai wiraswasta dengan presentase 17%, kemudian 
dengan latar belakang mahasiswa/pelajar dengan presentase 24% dan responden 
dengan pekerjaan lainnya termasuk ibu rumah tangga dan lain-lain dengan jumlah 
18%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar responden memiliki 
latar belakang pekerjaan sebagai karyawan swasta dengan presentase 33%, 
sedangkan sebagian kecil responden berprofesi sebagai PNS/TNI/POLRI dengan 
jumlah 8% dari jumlah keseluruhan responden. 
V.1.5 Domisili Responden 
 Dilihat dari domisilinya, responden mempunyai karakteristik yang 
berbeda dari satu kelurahan dengan kelurahan lainnya. Hal ini dapat terlihat dari 
jumlah responden masing-masing kelurahan yang ada, serta perbedaan 
karakteristik juga dapat terlihat dari jumlah jenis kelamin responden antara laki-
laki dan perempuan di tiap-tiap kelurahan. Karakteristik tersebut dapat dilihat 
melalui penyajian grafik berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
73 
 
 
 
Grafik V.5  
Domisili Responden 
Sumber: Olah data peneliti tahun 2020 
 Berdasarkan grafik 5.5 di atas dapat diketahui bahwa responden yang 
berdomisili di Kelurahan Kaligangsa terdiri dari 5 orang laki-laki dan 5 orang 
perempuan dengan presentase laki-laki 50% dan perempuan 50%, responden yang 
berdomisili di Kelurahan Krandon terdiri dari 11 orang laki-laki dan 4 orang 
perempuan dengan presentase laki-laki sebanyak 73% dan perempuan sebanyak 
27%. Di Kelurahan Cabawan, responden terdiri dari 6 orang laki-laki dan 9 orang 
perempuan dengan presentase laki-laki 40% dan perempuan 60%, responden yang 
berdomisili di Kelurahan Margadana terdiri dari 8 orang laki-laki dan 7 orang 
perempuan dengan presentase laki-laki sebanyak 53% dan perempuan sebanyak 
47%, responden yang berdomisili di Kelurahan Pesurungan Lor terdiri dari 8 
orang laki-laki dan 7 orang perempuan dengan presentase laki-laki sebanyak 53% 
dan perempuan sebanyak 47%.  
5 
11 
6 
8 8 
6 7 
5 
4 
9 
7 7 
9 8 
Perempuan
Laki-laki
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 Sementara responden yang berdomisili di Kelurahan Sumurpanggang 
terdiri dari 6 orang laki-laki dan 9 orang perempuan dengan presentase laki-laki 
sebanyak 40% dan perempuan sebanyak 60%, dan yang terakhir responden yang 
berdomisili di Kelurahan Kalinyamat Kulon terdiri dari 7 orang laki-laki dan 8 
orang perempuan dengan presentase 47% berbanding 53%. 
V.2 Implementasi Pelayanan Berbasis E-Kelurahan 
 E-Kelurahan merupakan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan, 
mempercepat pembuatan berbagai macam surat pelayanan di Kecamatan 
Margadana. Aplikasi ini didasarkan pada Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 10 
Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah 
Kota Tegal yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja aparatur pemerintah 
Kota Tegal dalam rangka melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan 
menyediakan layanan publik yang berkualitas.  
 Pada ruang lingkup pemerintahan Kota Tegal E-Kelurahan telah 
beroperasi melakukan pelayanan yang dimulai pada tanggal 01 Mei 2018 silam. 
Sedangkan untuk Kecamatan Margadana sendiri telah mengadakan pelatihan 
untuk sumber daya manusia aparatur pemerintah kecamatan dalam rangka 
pelayanan tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 September 2018 
sekaligus dalam rangka sosialisasi terhadap masyarakat. Yang kemudian aplikasi 
E-Kelurahan pertama kali diimplementasikan oleh pemerintah kecamatan 
Margadana untuk melakukan pelayanan yang dilaksanakan pada tanggal 01 
Oktober 2018.  
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 Adapun surat-surat yang terintegrasi di dalam layanan aplikasi E-
Kelurahan antara lain:  
1. Surat Keterangan Usaha; 
2. Surat Pengantar SKCK; 
3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM); 
4. Surat Pengantar Bawa Nikah; 
5. Surat Keterangan Domisili; 
6. Surat Keterangan Izin Hajatan; dan 
7. Surat Keterangan lain-lain. 
 Selain surat-surat yang sudah terkoneksi dengan aplikasi E-Kelurahan 
tersebut, Kecamatan Margadana juga melayani surat keterangan lain-lain. Yang 
dimaksud di sini adalah surat rekomendasi perizinan dan non perizinan yang 
terdiri dari: 
1. Rekomendasi Pembuatan/ Perubahan Data/ Perpanjangan/ Penggantian 
KTP 
2. Rekomendasi Pembuatan/ Perubahan/ Penggantian Kartu Keluarga 
(KK) 
3. Rekomendasi Pembuatan Akta Kelahiran 
4. Rekomendasi Pembuatan Akta Kematian 
5. Rekomendasi IMB 
6. Rekomendasi Surat Pindah 
7. Rekomendasi Surat Pindah Datang 
8. Rekomendasi Surat Kehilangan 
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9. Rekomendasi Surat Keterangan Domisili 
10. Rekomendasi Surat Keterangan Belum Menikah 
11. Rekomendasi Surat Pengantar Pemasangan baru/ tambah daya/ 
pengurangan daya listrik 
12. Rekomendasi Pembuatan NPWP 
13. Rekomendasi Surat Keterangan Warisan 
14. Rekomendasi Surat Keterangan Perwalian 
15. Rekomendasi Surat Pengantar Pembuatan baru/ perpanjangan SIM 
16. Rekomendasi Pembuatan Baru/ Perubahan SPPT-PBB 
17. Rekomendasi Surat Pengantar Pembuatan BPJS 
18. Rekomendasi Surat Pengantar Perceraian 
19. Rekomendasi Keterangan Satu Nama 
20. Rekomendasi Surat Keterangan Penghasilan 
21. Pelayanan Perizinan Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)  
 Aktivitas pelayanan E-Kelurahan berdasarkan tanggal 03 Januari 2020 – 
22 Juni 2020 dapat  dilihat melalui grafik beriku ini: 
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Grafik V.2.1 
Aktivitas kumulatif pelayanan E-Kelurahan 
 
Sumber: Data E-Kelurahan Kecamatan Margadana 03 Januari 2020 – 22 Juni 
2020 
  
 Berdasarkan grafik tersebut di atas dapat diketahui bahwa masyarakat 
pengguna layanan E-Kelurahan sebagian besar meminta pelayanan surat 
keterangan lain-lain yang terdiri dari surat rekomendasi perijinan dan non 
perijinan dengan jumlah 1.403 surat, sedangkan dengan jumlah terendah yaitu 
surat domisili dengan jumlah 54 surat. Kemudian surat keterangan usaha sebanyak 
1.233 surat, surat keterangan tidak mampu sebanyak 716 surat, skck sebanyak 539 
surat, dan surat izin hajatan sebanyak 105 surat serta 105 surat pengantar bawa 
nikah. Sehingga jumah keseluruhan berdasarkan statistik E-Kelurahan  sejumlah 
4.196 surat. 
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Gambar V.1 
Produk Hasil Pelayanan E-Kelurahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 Gambar di atas adalah salah satu contoh hasil produk pelayanan E-
Kelurahan yang diterima oleh masyarakat setelah proses pelayanan selesai. Surat 
tersebut yang nantinya akan digunakan untuk keperluan kepentingan masyarakat. 
V.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan  Per Unsur Pelayanan 
 Beberapa unsur kemudian di kembangkan menjadi beberapa indikator 
yang dijadikan sebagai alat ukur diantaranya meliputi :  
1. Persyaratan yang terdiri atas 1 item pertanyaan yaitu angket no. 1; 
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur yang terdiri atas 1 item pernyataan 
yaitu angket no.2; 
3. Waktu Penyelesaian yang terdiri atas 2 item pernyataan yaitu angket 
no.3 dan no.4; 
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4. Biaya/Tarif  yang terdiri atas 2 item pertanyaanyaitu angket no.5 dan 
no.6 ; 
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan  yang terdiri atas 1 item pertanyaan 
yaitu angket no.7;  
6. Kompetensi Pelaksana yang terdiri atas 1 item pertanyaan yaitu angket 
no.8; 
7. Perilaku Pelaksana yang terdiri atas 3 item pertanyaan yaitu angket no.9 
, 10 dan 11; 
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yang terdiri atas 2 item 
pertanyaan yaitu angket no.12 dan no.13; 
9. Sarana dan prasarana yang terdiri atas 2 item pertanyaan yaitu angket 
no.14 dan 15 
 Untuk lebih jelasnya, penulis akan memaparkan unsur-unsur tersebut 
menggunakan tabel satu – persatu beserta hasil pernyataan yang telah 
dintepretasikan. 
a.  Unsur Persyaratan 
 Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 
jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan 
bahwa pelayanan E-Kelurahan mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi oleh 
pengguna layanan, adapun persyaratan tersebut antara lain: 
1. Foto kopi KTP 
2. Surat pengantar dari RT/RW 
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 Surat pengantar RT/RW merupakan bagian dari adminstrasi kependudukan 
yang merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan 
dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, 
pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang kemudian hasilnya 
digunakan untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 
 Berikut adalah contoh gambar produk persyaratan yang harus dipenuhi 
oleh pemohon pelayanan E-Kelurahan: 
Gambar V.2 
Persyaratan Pelayanan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pengukuran dalam penilaian terkait dengan persyaratan yang diminta oleh 
pemerintah untuk mendapatkan layanan E-Kelurahan menurut responden sebagai 
berikut :  
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Tabel V.3.1 
Distribusi Frekuensi Prosentase 
” Persyaratan Pelayanan Yang Harus Dipenuhi” 
No Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Presentase
1. Sangat Mudah 30 120 39%
2. Mudah 48 144 47%
3. Cukup Mudah 21 42 14%
4. Sulit 1 1 0%
100 307 100%Jumlah
Sumber: angket penelitian no.1 setelah diinterpretasikan 
  
 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah seluruh responden 100 
orang. 30 orang (39%) berpendapat bahwa persyaratan pelayanan yang harus 
dipenuhi sangat mudah, 48 orang (47%) berpendapat bahwa persyaratan 
pelayanan yang harus dipenuhi tergolong mudah, sedangkan 21 orang (42%) 
berpendapat bahwa persyaratan pelayanan yang harus dipenuhi cukup mudah, dan 
hanya 1 orang yang berpendapat bahwa persyaratan pelayanan yang harus 
dipenuhi tergolong sulit. Melalui pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pendapat mengenai persyaratan pelayanan di dominasi oleh kategori mudah yaitu 
berjumlah 48 orang dengan presentase 47%. 
b.  Unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 
 Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 
penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota 
Tegal Nomor 060 / 195 / 2017 tentang Standar Operasional Prosedur pada 
kecamatan dan kelurahan Kota Tegal maka pelayanan berbasis E-Kelurahan 
mempunyai prosedur yang harus dipenuhi masyarakat, prosedur tersebut antara 
lain: 
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 Pemohon melengkapi berkas ke kelurahan yang selanjutnya diolah oleh 
staf kelurahan kemudian diteruskan ke Kasi Tata Pemerintahan; 
 Seklur / Kasi menerima, memeriksa dan memparaf berkas yang 
selanjutnya diajukan kepada Lurah untuk ditandatangani melalui 
aplikasi E-Kelurahan; 
 dokumen yang sudah ditandatangani Lurah kemudian diproses untuk 
diterukan ke kecamatan menggunakan aplikasi E-Kelurahan; 
 petugas kecamatan menerima dan memeriksa permintaan layanan 
melalui aplikasi E-Kelurahan; 
 dokumen surat selanjutnya diajukan ke Camat untuk ditandatangani 
secara elektronik. Jika Camat berhalangan, dapat didelegasikan kepada 
Sekcam / Kasi; 
 dokumen surat yang sudah ditandatangani Camat,diserahkan ke 
pemohon. 
 Pengukuran dalam penilaian terkait dengan unsur, mekanisme, dan 
prosedur yang diminta oleh pemerintah untuk mendapatkan layanan E-Kelurahan 
menurut responden sebagai berikut : 
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Tabel V.3.2 
Distribusi Frekuensi Prosentase 
” Prosedur pelayanan” 
No Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Presentase
1. Sangat Mudah 22 88 30%
2. Mudah 51 153 52%
3. Cukup Mudah 25 50 17%
4. Sulit 2 2 1%
100 293 100%Jumlah
Sumber: angket penelitian no.2 setelah diinterpretasikan 
  
 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah seluruh responden 100 
orang. 22 orang (30%) berpendapat bahwa prosedur pelayanan yang harus 
dipenuhi sangat mudah, 51 orang (52%) berpendapat bahwa prosedur pelayanan 
yang harus dipenuhi tergolong mudah, sedangkan 25 orang (17%) berpendapat 
bahwa prosedur pelayanan yang harus dipenuhi cukup mudah, dan 2 (1%) orang 
yang berpendapat bahwa prosedur pelayanan yang harus dipenuhi tergolong sulit. 
Melalui pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapat mengenai 
prosedur pelayanan di dominasi oleh kategori mudah yaitu berjumlah 51 orang 
dengan presentase 52%. 
c.  Waktu Penyelesaian 
 Waktu Penyelesaian merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Surat 
Keputusan Walikota Tegal Nomor 060 / 195 / 2017 tentang Standar Operasional 
Prosedur pada kecamatan dan kelurahan Kota Tegal mengatur tentang waktu yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan permintaan layanan. Sesuai dengan standar 
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operasional prosedur yang berlaku, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
satu permintaan layanan surat dengan aplikasi E-Kelurahan yaitu 16 menit. 
 Pengukuran dalam penilaian terkait dengan waktu penyelesaian yang 
diminta oleh pemerintah untuk mendapatkan layanan E-Kelurahan menurut 
responden sebagai berikut :  
Tabel V.3.3 
Distribusi Frekuensi Prosentase 
” Kepastian Jam Buka dan Tutup Pelayanan” 
No Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Presentase
1. Sangat Setuju 18 72 24%
2. Setuju 69 207 68%
3. Kurang Setuju 13 26 9%
4. Tidak Setuju 0 0 0%
100 305 100%Jumlah
Sumber: angket penelitian no.3 setelah diinterpretasikan 
  
 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari jumlah seluruh jumlah 
responden yang ada, 18 orang (24%) berpendapat sangat setuju dengan kepastian 
jam buka dan tutup pelayanan, 69 orang (68%) berpendapat setuju dengan 
kepastian jam buka dan tutup pelayanan ,  13 orang (9%) berpendapat kurang 
setuju dengan kepastian jam buka dan tutup pelayanan. Dan tidak ada yang 
berpendapat tidak setuju atas kepastian jam buka dan tutup pelayanan. Melalui 
pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapat kepastian jam buka dan 
tutup pelayanan didominasi oleh kategori setuju yaitu berjumlah 69 orang dengan 
presentase 68%. 
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Tabel V.3.4 
Distribusi Frekuensi Prosentase 
” Jangka Waktu Pelayanan” 
No Jawaban Frekuensi
Jumlah 
Skor Presentase
1. Sangat Cepat 15 60 23%
2. Cepat 35 105 41%
3. Cukup Cepat 44 88 34%
4. Lambat 6 6 2%
100 259 100%Jumlah
Sumber: angket penelitian no.4 setelah diinterpretasikan 
  
 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari seluruh jumlah responden 
yang ada, 15 orang (23%) berpendapat bahwa jangka waktu pelayanan yang 
diterima sangat cepat, 35 orang (41%) berpendapat jangka waktu pelayanan yang 
diterima  cepat,  44 orang (34%) berpendapat bahwa jangka waktu pelayanan yang 
diterima cukup cepat. Dan 6 orang (2%) berpendapat bahwa jangka waktu 
pelayanan yang diterima lambat. Melalui pernyataan tersebut dapat disimpulkan 
bahwa jangka waktu pelayanan yang diterima didominasi oleh kategori cukup 
cepat yaitu berjumlah 44 orang dengan presentase 34%. 
d.  Biaya/Tarif 
 Biaya merupakan tarif yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya 
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.  
 Untuk pelayanan surat melalui aplikasi E-Kelurahan tidak dipungut biaya 
melalui masyarakat pengguna, hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman pelayanan administrasi terpadu 
kecamatan mengenai pembiayaan pelayanan dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
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 Pengukuran dalam penilaian terkait dengan biaya untuk mendapatkan 
layanan E-Kelurahan menurut responden sebagai berikut : 
Tabel V.3.5 
Distribusi Frekuensi Prosentase 
” Kepastian Biaya Pelayanan” 
No Jawaban Frekuensi
Jumlah 
Skor Presentase
1. Sangat Setuju 14 56 20%
2. Setuju 60 180 63%
3. Kurang Setuju 22 44 15%
4. Tidak Setuju 4 4 1%
100 284 100%Jumlah
Sumber: angket penelitian no.5 setelah diinterpretasikan 
  
 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari seluruh jumlah responden 
yang ada. 14 orang (20%) berpendapat sangat setuju dengan kepastian biaya 
pelayanan yang diberikan, 60 orang (63%) berpendapat setuju dengan kepastian 
biaya pelayanan yang diberikan,  22 orang (15%) berpendapat kurang setuju 
dengan kepastian biaya pelayanan yang diberikan. Dan 4 orang (1%) berpendapat 
tidak setuju dengan kepastian biaya pelayanan yang diberikan. Melalui pernyataan 
tersebut dapat disimpulkan bahwa kepastian biaya pelayanan yang diterima 
didominasi oleh kategori setuju yaitu berjumlah 60 orang dengan presentase 63%. 
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Tabel V.3.6 
Distribusi Frekuensi Prosentase 
” Kewajaran Biaya Pelayanan” 
No Jawaban Frekuensi
Jumlah 
Skor Presentase
1. Sangat Murah 16 64 23%
2. Murah 47 141 51%
3. Cukup Murah 33 66 24%
4. Mahal 4 4 1%
100 275 100%Jumlah
Sumber: angket penelitian no.6 setelah diinterpretasikan 
 
 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari  jumlah responden yang ada 
100 orang. Responden yang berpendapat bahwa kewajaran biaya pelayanan sangat 
murah berjumlah 16 orang (23%). Responden yang berpendapat bahwa kewajaran 
biaya itu murah berjumlah 47 orang (51%), 33 orang (24%) berpendapat cukup 
murah dengan kewajaran biaya pelayanan yang ada, 4 orang (1%) berpendapat 
kewajaran biaya pelayanannya tergolong mahal. Melalui pernyataan tersebut 
dapat disimpulkan bahwa kewajaran biaya pelayanan  didominasi oleh kategori 
murah yaitu berjumlah 47orang dengan presentase 51%. 
e.  Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 
 Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis 
pelayanan. Produk pelayanan E-Kelurahan telah di jelaskan pada sub bab 
sebelumnya. 
 Pengukuran dalam penilaian terkait dengan produk spesifikasi jenis 
pelayanan E-Kelurahan menurut responden sebagai berikut : 
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Tabel V.3.7 
Distribusi Frekuensi Prosentase 
” Hasil Pelayanan Yang Diterima” 
No Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Presentase
1. Sangat Memuaskan 27 108 37%
2. Memuaskan 41 123 42%
3. Cukup Memuaskan 29 58 20%
4. Tidak Memuaskan 3 3 1%
100 292 100%Jumlah
Sumber: angket penelitian no.7 setelah diinterpretasikan 
 
 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari seluruh jumlah responden 
yang ada. 27 orang (37%) berpendapat sangat memuaskan dengan hasil pelayanan 
yang diterima. 41 orang (42%) berpendapat memuaskan dengan hasil pelayanan 
yang diterima,  29 orang (20%) berpendapat cukup memuaskan dengan hasil 
pelayanan yang diterima, dan 3 orang (1%) berpendapat tidak memuaskan dengan 
hasil pelayanan yang diterima. Melalui pernyataan tersebut dapat disimpulkan 
bahwa hasil pelayanan yang diterima didominasi oleh kategori mamuaskan yaitu 
berjumlah 41 orang dengan presentase 42%. 
f.  Kompetensi Pelaksana 
 Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 
Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor 060 / 195 / 2017 tentang 
Standar Operasional Prosedur pada kecamatan dan kelurahan Kota Tegal, standar 
kompetensi pelaksana meliputi: 
 memahami Struktur Organisasi dan Tupoksi Kecamatan; 
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 menguasai Peraturan Standar Pelayanan Publik;  
 menguasai peraturan dan mekanisme pelayanan. 
 Pengukuran dalam penilaian terkait dengan kompetensi pelaksana 
pelayanan E-Kelurahan menurut responden sebagai berikut : 
Tabel V.3.8 
Distribusi Frekuensi Prosentase 
” Kompetensi Petugas Pelayanan” 
No Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Presentase
1. Sangat Kompeten 21 84 28%
2. Kompeten 57 171 58%
3. Cukup Kompeten 20 40 13%
4. Tidak Kompeten 2 2 1%
100 297 100%Jumlah
Sumber: angket penelitian no.8 setelah diinterpretasikan 
   
 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah responden 100 orang. 21 
orang (28%) menilai kemampuan petugas pelayanan sangat kompeten. 57 orang 
(58%) menilai kemampuan petugas pelayanan kompeten,  20 orang (13%) menilai 
kemampuan petugas pelayanan cukup kompeten, dan 2 orang (1%) yang menilai 
bahwa kemampuan petugas pelayanan tidak kompeten. Melalui penilaian tersebut 
dapat disimpulkan bahwa kompetensi petugas pelayanan didominasi oleh kategori 
kompeten yaitu berjumlah 57 orang dengan presentase 58%. 
g.  Perilaku Pelaksana 
 Perilaku Pelaksana merupakan sikap petugas dalam memberikan 
pelayanan. Perilaku pelaksana pelayanan publik diatur berdasarkan Permenpan-
RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil 
negara. Perilaku yang dimaksud di dalam peraturan tersebut antara lain: 
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 menjalankan tugas mengikuti standar pelayanan; 
 mampu menjelaskan proses pelayanan publik secara transparan; 
 mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta memperbaiki standar 
pelayanan publik di lingkup unit kerja 
 mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan dan 
mengantisipasi dampak dari isu-isu jangka panjang, kesempatan, atau 
kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan 
yang transparan, objektif, dan professional; 
 mampu memastikan kebijakan kebijakan pelayanan publik yang 
menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, 
tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan 
pribadi/kelompok/partai politik. 
 Pengukuran dalam penilaian terkait dengan perilaku pelaksana pelayanan 
E-Kelurahan menurut responden sebagai berikut : 
Tabel V.3.9 
Distribusi Frekuensi Prosentase 
” Perilaku Petugas Pelayanan” 
No Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Presentase
1. Sangat Baik 24 96 31%
2. Baik 59 177 58%
3. Cukup Baik 15 30 10%
4. Buruk 2 2 1%
100 305 100%Jumlah
Sumber: angket penelitian no.9 setelah diinterpretasikan 
 
 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah responden 100 orang. 24 
orang (31%) menilai perilaku petugas pelayanan sangat baik. 59 orang (58%) 
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menilai perilaku petugas pelayanan baik,  15 orang (10%) menilai perilaku 
petugas pelayanan cukup baik, dan 2 orang (1%) yang menilai bahwa perilaku 
petugas pelayanan buruk. Melalui penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
perilaku petugas pelayanan didominasi oleh kategori baik yaitu berjumlah 59 
orang dengan presentase 58%. 
 
Tabel V.3.10 
Distribusi Frekuensi Prosentase 
” Kedisiplinan Petugas Pelayanan” 
No Jawaban Frekuensi
Jumlah 
Skor Presentase
1. Sangat Baik 21 84 29%
2. Baik 52 156 54%
3. Cukup Baik 24 48 16%
4. Buruk 3 3 1%
100 291 100%Jumlah
Sumber: angket penelitian no.10 setelah diinterpretasikan 
 
 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah responden 100 orang. 21 
orang (29%) menilai kedisiplinan petugas pelayanan sangat baik. 52 orang (54%) 
menilai kedisiplinan petugas pelayanan baik,  24 orang (16%) menilai 
kedisiplinan petugas pelayanan cukup baik, dan 3 orang (1%) yang menilai bahwa 
kedisiplinan petugas pelayanan buruk. Melalui penilaian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa kedisiplinan petugas pelayanan didominasi oleh kategori baik 
yaitu berjumlah 52 orang dengan presentase 54%. 
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Tabel V.3.11 
Distribusi Frekuensi Prosentase 
” Sikap Tanggap Petugas” 
No Jawaban Frekuensi
Jumlah 
Skor Presentase
1. Sangat Baik 18 72 24%
2. Baik 62 186 63%
3. Cukup Baik 17 34 12%
4. Buruk 3 3 1%
100 295 100%Jumlah
Sumber: angket penelitian no.11 setelah diinterpretasikan 
   
 Dilihat dari tabel di atas dapat diketahui jumlah responden adalah 100 
orang. 18 orang (24%) menilai sikap tanggap petugas sangat baik. 62 orang (63%) 
menilai sikap tanggap petugas baik,  17 orang (12%) menilai sikap tanggap 
petugas cukup baik, dan 3 orang (1%) yang menilai bahwa sikap tanggap petugas 
pelayanan buruk. Melalui penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap 
tanggap petugas pelayanan didominasi oleh kategori baik yaitu berjumlah 62 
orang dengan presentase 63%. 
h.  Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan  
 Penanganan pengaduan, saran dan masukan, merupakan tata cara 
pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut penanganan pengaduan, 
saran dan masukan. Unsur ini tertuang dalam Permenpan-RB Nomor 15 Tahun 
2014 tentang pedoman standar pelayanan. Bentuk-bentuk pengelolaan pengaduan 
yang banyak digunakan antara lain:  
 penyediaan kotak saran/kotak pengaduan;  
 sms; 
 portal pengaduan dalam website, dan  
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 penyediaan petugas penerima pengaduan. 
 Pengukuran dalam penilaian terkait dengan penanganan pengaduan saran 
dan masukan yang telah diatur pemerintah sebagai pedoman untuk meminta 
pelayanan E-Kelurahan menurut responden sebagai berikut : 
 
Tabel V.3.12 
Distribusi Frekuensi Prosentase 
” Ketersediaan Informasi Tentang Janji Pelayanan” 
No Jawaban Frekuensi
Jumlah 
Skor Presentase
1. Sangat Setuju 17 68 22%
2. Setuju 73 219 72%
3. Kurang Setuju 6 12 4%
4. Tidak Setuju 4 4 1%
100 303 100%Jumlah
Sumber: angket penelitian no.12 setelah diinterpretasikan 
   
 Dilihat dari tabel di atas dapat diketahui jumlah responden adalah 100 
orang. 17 orang (22%) berpendapat sangat setuju dengan adanya ketersediaan 
informasi tentang janji pelayanan. 73 orang (72%) berpendapat setuju dengan 
adanya ketersediaan informasi tentang janji pelayanan,  6 orang (4%) berpendapat 
kurang setuju dengan adanya ketersediaan informasi tentang janji pelayanan dan 4 
orang (1%) berpendapat tidak setuju dengan adanya ketersediaan informasi 
tentang janji pelayanan. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapat adanya 
ketersediaan informasi tentang janji pelayanan  didominasi oleh kategori setuju 
yaitu berjumlah 73 orang dengan presentase 72%. 
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Tabel V.3.13 
Distribusi Frekuensi Prosentase 
” Kotak Saran Dan Masukan” 
No Jawaban Frekuensi
Jumlah 
Skor Presentase
1. Sangat Setuju 35 140 42%
2. Setuju 61 183 55%
3. Kurang Setuju 4 8 2%
4. Tidak Setuju 0 0 0%
100 331 100%Jumlah
Sumber: angket penelitian no.13 setelah diinterpretasikan 
 
 Dilihat dari tabel di atas dapat diketahui jumlah responden adalah 100 
orang. Dari jumlah keseluruhan responden, 35 orang (42%) berpendapat sangat 
setuju dengan adanya kotak saran dan masukan, 61 orang (55%) berpendapat 
setuju dengan adanya kotak saran dan masukan,  4 orang (2%) berpendapat 
kurang setuju dengan adanya kotak saran dan masukan dan tidak ada yang 
memilih jawabn tidak setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapat adanya 
kotak saran dan masukan  didominasi oleh kategori setuju yaitu berjumlah 62 
orang dengan presentase 55%. 
i.  Sarana dan Prasarana  
 Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 
mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan 
penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Menurut Permendagri Nomor 4 
Tahun 2010 tentang pedoman pelayanan administrasi kecamatan, sarana dan 
prasarana yang biasanya disediakan antara lain: 
 loket/meja pendaftaran; 
 tempat pemrosesan berkas;  
 tempat pembayaran;  
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 tempat penyerahan dokumen;  
 tempat pengolahan data dan informasi 
 tempat penanganan pengaduan;  
 tempat piket; 
 ruangtunggu; dan  
  perangkat pendukung lainnya. 
 
 Pengukuran dalam penilaian terkait dengan penanganan pengaduan saran 
dan masukan yang telah diatur pemerintah sebagai pedoman untuk meminta 
pelayanan E-Kelurahan menurut responden sebagai berikut : 
 
Tabel V.3.14 
Distribusi Frekuensi Prosentase 
” Kualitas Sarana Dan Prasarana” 
No Jawaban Frekuensi
Jumlah 
Skor Presentase
1. Sangat Baik 14 56 19%
2. Baik 62 186 65%
3. Cukup Baik 22 44 15%
4. Buruk 2 2 1%
100 288 100%Jumlah
Sumber: angket penelitian no.14 setelah diinterpretasikan 
   
 Dilihat dari tabel di atas dapat diketahui jumlah responden adalah 100 
orang. 14 orang (19%) menilai kualitas sarana dan prasarana sangat baik, 62 orang 
(65%) menilai kualitas sarana dan prasarana baik,  22 orang (15%) menilai 
menilai kualitas sarana dan prasarana cukup baik, dan 2 orang (1%) yang menilai 
bahwa menilai kualitas sarana dan prasarana buruk. Melalui penilaian tersebut 
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dapat disimpulkan bahwa kualitas sarana dan prasarana didominasi oleh kategori 
baik yaitu berjumlah 62 orang dengan presentase 65%. 
 
Tabel V.3.15 
Distribusi Frekuensi Prosentase 
” Penanganan Pengaduan Layanan” 
No Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Presentase
1. Sangat Setuju 27 108 34%
2. Setuju 63 189 60%
3. Kurang Setuju 9 18 6%
4. Tidak Setuju 1 1 0%
100 316 100%Jumlah
Sumber: angket penelitian no.15 setelah diinterpretasikan 
   
 Dilihat dari tabel di atas dapat diketahui jumlah responden adalah 100 
orang. Dari jumlah keseluruhan responden, 27 orang (34%) berpendapat sangat 
setuju dengan penangan pengaduan pengguna layanan, 63 orang (60%) 
berpendapat setuju dengan penangan pengaduan pengguna layanan,  9 orang (6%) 
berpendapat kurang setuju dengan penangan pengaduan pengguna layanan dan 1 
orang berpendapat tidak setuju dengan penangan pengaduan pengguna layanan. 
Maka dapat disimpulkan bahwa pendapat tentang penangan pengaduan pengguna 
layanan didominasi oleh kategori setuju yaitu berjumlah 63 orang dengan 
presentase 60%. 
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V.4 Rekapitulasi Jawaban Responden 
V.4.1 Pengukuran Skala Likert 
a.  Rata-rata tertimbang 
 Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung 
dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur 
pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-
unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang 
sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut: 
Rumus V.1 
Rata-Rata Tertimbang 
 
bobot nilai rata rata tertimbang=
jumlah bobot
jumlah unsur
=
1
 
=N 
N= bobot nilai per unsur 
 
bobot nilai rata rata tertimbang=
jumlah bobot
jumlah unsur
=
100
9
=11,11 
 
 Berdasarkan perhitungan tersebut, maka bobot nilai rata-rata tertimbang 
adalah 11,11 dari ke 9 unsur yang dijadikan acuan penilaian. Dari 9 unsur yang 
dihitung beberapa unsur telah dikembangkan sesuai dengan Permenpan No.14 
Tahun 2017 menjadi 15 indikator penilaian dengan jumlah bobot rata-rata per 
indikator disesuaikan dengan unsur yang ditetapkan yaitu 9 unsur. Unsur-unsur 
yang dikembangkan dapat dilihat melalui tabel  berikut: 
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Tabel V.4.1 
Bobot Nilai Per Unsur 
Unsur Jumlah Unsur Bobot Per Indikator Jumlah Bobot unsur 
U1 1 11,11 11,11
U2 1 11,11 11,11
U3 2 5,55 11,1
U4 2 5,55 11,1
U5 1 11,11 11,11
U6 1 11,11 11,11
U7 3 3,7 11,1
U8 2 5,55 11,1
U9 2 5,55 11,1
Sumber: olah data Ms. Excel peneliti tahun 2020 
  
 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang dikembangkan 
antara lain: 
 Unsur no.3 dikembangkan menjadi 2 unsur; maka bobot tiap unsurnya 
adalah 5,55 
 Unsur no.4 dikembangkan menjadi 2 unsur, maka bobot tiap unsurnya 
adalah 5,55; 
 Unsur no.7 dikembangkan menjadi 3 unsur, maka bobot tiap unsurnya 
adalah 3,7; 
 Unsur no.8 dikembangkan menjadi 2 unsur; maka bobot tiap unsurnya 
adalah 5,55 
 Unsur no.8 dikembangkan menjadi 2 unsur; maka bobot tiap unsurnya 
adalah 5,55 
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b.  Total Nilai Indikator Dan Rata-Rata 
 Setiap indikator pelayanan dihitung berdasarkan jumlah skor dari seluruh 
jawaban responden; 
Rumus V.2 
Total Indikator 
 
                   
∑n= total indikator 
R= Responden 
 
Sedangkan untuk mencari rata-rata setiap indikator yaitu; 
Rumus V.3 
Rata-Rata Indikator 
 
          
  
                
 
 
          
  
   
 
 
 Dari perhitungan tersebut (perhitungan angket dilihat pada lampiran) maka 
menghasilkan perolehan nilai indikator setiap unsur sebagai berikut: 
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Tabel V.4.2 
Nilai Indikator 
Unsur Total Indikator (∑n) Rata-Rata (/100)
U1 307 3,07
U2 293 2,93
U3 305 3,05
U4 259 2,59
U5 284 2,84
U6 275 2,75
U7 292 2,92
U8 297 2,97
U9 305 3,05
U10 291 2,91
U11 295 2,95
U12 303 3,03
U13 331 3,31
U14 288 2,88
U15 316 3,16
Sumber: olah data Ms. Excel peneliti tahun 2020 
 
c.  Nilai Rata-Rata Tertimbang (NRR Tertimbang) 
 Nilai rata-rata tertimbang/ indikator dihitung berdasarkan nilai rata-rata 
per indikator x bobot per indikator, sedangkan untuk mengetahui nilai rata-rata 
tertimbang per unsur dihitung berdasarkan NRR indikator yang dikalkulasikan 
berdasarkan unsur yang dinilai (dari 15 indikator penilaian menjadi 9 unsur 
penilaian). 
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Tabel V.4.3 
Nilai Rata-Rata Tertimbang 
Unsur Bobot/ Indikator NRR trtb/ Indikator Jumlah NRR trtb/Unsur
U1 11,11 3,07 34,1077 34,1077
U2 11,11 2,93 32,5523 32,5523
U3 5,55 3,05 16,9275 31,302
U4 5,55 2,59 14,3745
U5 5,55 2,84 15,762 31,0245
U6 5,55 2,75 15,2625
U7 11,11 2,92 32,4412 32,4412
U8 11,11 2,97 32,9967 32,9967
U9 3,7 3,05 11,285 32,967
U10 3,7 2,91 10,767
U11 3,7 2,95 10,915
U12 5,55 3,03 16,8165 35,187
U13 5,55 3,31 18,3705
U14 5,55 2,88 15,984 33,522
U15 5,55 3,16 17,538
Sumber: olah data Ms. Excel peneliti tahun 2020 
  
 Dari tabel di atas dapat diketahui hasil dari perhitungan nilai rata-rata 
tertimbang per indikator dari U1-U15, yang kemudian nilai per indikator tersebut 
dikonversikan ke dalam nilai rata-rata tertimbang ke dalam 9 unsur penilaian.  
 
d.  Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur 
 Nilai mutu per indikator merupakan nilai yang diperoleh dengan 
menggunakan rumus: 
Rumus V.4 
IKM Per Unsur 
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 Hasil dari perhitungan tersebut dikalkulasikan ke dalam nilai IKM per 
unsur pelayanan, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
 
Tabel V.4.4 
Nilai IKM Per Unsur  
Unsur Bobot/Unsur NRR trtb/Unsur IKM Per Unsur
U1 11,11 34,108 3,79
U2 11,11 32,5523 3,62
U3 11,11 31,302 3,48
U4 11,11 31,0245 3,45
U5 11,11 32,4412 3,60
U6 11,11 32,9967 3,67
U7 11,11 32,967 3,66
U8 11,11 35,187 3,91
U9 11,11 33,522 3,72
Sumber: olah data Ms. Excel peneliti tahun 2020 
 
 Berdasarkan dari perhitungan tabel di atas dapat diketahui nilai rata-rata 
dari tiap unsur dari U1 – U9. Maka dapat dihasilkan nilai IKM per unsur yang 
tertera pada tabel perhitungan. 
V.5 Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan E-Kelurahan 
 Kecamatan Margadana 
 Setelah diperoleh hasil pengolahan data kepuasan masyarakat, maka perlu 
dilakukannya analisa terhadap masing-masing unsur yang di survey, baik yang 
bersifat teknis maupun non teknis secara keseluruhan. Analisis dilakukan untuk 
menggambarkan data variabel yang terkumpul. Hasil analisis ini merupakan 
deskripsi hasil temuan survey yang telah diolah sebelumnya menjadi seperti 
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frekuensi dan prosentase atau perhitungan deskriptif dari masing-masing unsur 
yang di survey. 
 Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan E-Kelurahan 
Kecamatan Margadana berpedoman pada PERMENPAN RB No. 14 tahun 2017 
tentang pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara 
Pelayanan Publik, dengan menetapkan 9 unsur sebagai parameter untuk menilai 
tingkat IKM. Unsur tersebut meliputi: persyaratan; sistem mekanisme dan 
prosedur; waktu penyalesaian; biaya/tarif; produk spesifikasi jenis pelayanan; 
kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; penanganan pengaduan, saran dan 
masukan; sarana dan prasarana. 
1.  Unsur Persyaratan 
 Merujuk pada tabel V.4.4 bahwa point nilai unsur pelayanan tentang 
persyaratan adalah 3,79. Berdasarkan dari Permenpan RB no. 14 tahun 2017 
tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara 
pelayanan publik  bahwa unsur tersebut dapat dikategorikan kinerja pada unsur ini 
A yang artinya nilai kinerja pada unsur ini sangat baik. Pelayanan E-Kelurahan 
pada unsur ini mendapatkan nilai tersebut didukung oleh persyaratan yang mudah, 
karena sebagian besar pemohon layanan mempunyai KTP sebagai syarat awal 
untuk memperoleh layanan. Hal ini didukung pula dengan data angket penelitian, 
dimana tidak ada saran dari responden mengenai unsur persyaratan. 
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 
 Point nilai unsur pelayanan tentang prosedur adalah 3,62 , berdasarkan 
dari Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey 
104 
 
 
 
kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik bahwa unsur tersebut 
dapat dikategorikan kinerja pada unsur ini A yang artinya nilai kinerja pada unsur 
ini sangat baik. Pelayanan E-Kelurahan pada unsur ini mendapatkan nilai tersebut 
didukung dengan data angket penelitian dimana tidak ada responden yang 
mengeluhkan tentang prosedur pelayanan. 
3. Waktu Penyelesaian 
 Point nilai unsur pelayanan tentang waktu penyelesaian yaitu 3,48. 
Merujuk pada Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan 
survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik bahwa unsur 
tersebut dapat dikategorikan kinerja pada unsur ini B yang artinya nilai kinerja 
pada unsur ini baik. Pelayanan E-Kelurahan pada unsur ini mendapatkan nilai 
tersebut didukung dengan data angket penelitian dimana beberapa responden 
mengeluhkan durasi waktu pelayanan yaitu ±16 menit untuk satu pelayanan yang 
dirasa terlalu lama. Salah satu faktor yang mempengaruhi waktu pelayanan yaitu 
kurangnya jumlah aparatur yang menangani pelayanan sehingga berpengaruh 
pada tingkat  ketepatan waktu pelayanan.  
 Adapun pendapat responden yang mengeluhkan tentang waktu 
penyelesaian pelayanan berdasarkan angket penelitian dapat dilihat pada tabel 
berikut ini: 
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Tabel V.5.1 
Pendapat Responden Tentang Waktu Penyelesaian 
No. 
Resp 
L/P Usia Pendidikan Pekerjaan Domisili Saran 
6 L 23 S1 Mahasiswa Kaligangsa Kurang cepat, 
lebih efisien 
 
9 L 22 S1 PNS Kaligangsa Kurangnya 
pegawai 
pelayanan agar 
cepet selesai 
 
14 L 18 SMA Lainnya Krandon Pelayanan 
agak lambat 
 
15 P 42 SMA Wiraswasta Krandon Lebih di 
perbaiki dari 
segi kecepatan 
pelayanan 
yang di 
berikan 
 
22 L 24 D3 Wiraswasta Margadan  Kurang efisien, 
disiplin dalam 
waktu 
43 L 27 SMA Wiraswasta Margadana Layanan lebih 
cepat lagi 
 
54 L 21 SMP Karyawan 
Swasta 
Sumurpang
gang 
Agak lambat 
dalam 
pelayanan 
62 P 52 SMA Karyawan 
Swasta 
Kaligangsa Pelayanannya 
kurang cepat 
77 P 24 S1 Lainnya Krandon Agak lambat 
pelayanannya 
84 P 31 S1 Karyawan 
Swasta 
Kalinyamat 
Kulon 
Kurang cepat 
90 P 32 D3 Karyawan 
Swasta 
Kaligangsa Lebih cepat 
dalam setiap 
pelayanan 
yang diberikan 
Sumber: olah data penelitian tahun 2020 
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 Berdasarkan tabel tersebut maka dapat dilihat bahwa beberapa responden 
mengeluhkan tentang waktu penyelesaian pelayanan. 
4. Biaya/Tarif 
 Point nilai unsur pelayanan tentang biaya yaitu 3,45. Merujuk pada 
Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan 
masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik bahwa unsur tersebut dapat 
dikategorikan kinerja pada unsur ini B yang artinya nilai kinerja pada unsur ini 
baik. Pelayanan E-Kelurahan pada unsur ini mendapatkan nilai tersebut didukung 
dengan data angket penelitian dimana ada responden yang mengeluhkan persoalan 
biaya. Padahal sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 
tentang pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan biaya pelayanan 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berikut 
adalah keluhan masyarakat tentang biaya pelayanan yang disajikan ke dalam 
tabel: 
Tabel V.5.2 
Pendapat Responden Tentang Biaya  
No. 
Resp 
L/P Usia Pendidikan Pekerjaan Domisili Saran 
2 L 24 SMA Karyawan 
Swasta 
Pesurungan 
Lor 
Biaya tolong 
jangan mahal 
58 P 38 SMA Wiraswasta Sumur 
panggang 
Semoga 
layanannya 
nyamn dan 
harga kurangi 
81 P 22 SMA Mahasiswa Cabawan Biayanya 
cukup mahal 
Sumber: olah data penelitian tahun 2020 
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 Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa ada keluhan dari 
responden terkait dengan biaya pelayanan agar menjadi bahan evaluasi instansi 
terkait. 
5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan 
 Point nilai unsur pelayanan tentang produk layanan adalah 3,60. 
Berdasarkan dari Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan 
survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik bahwa unsur 
tersebut dapat dikategorikan kinerja pada unsur ini A yang artinya nilai kinerja 
pada unsur ini sangat baik. Pelayanan E-Kelurahan pada unsur ini mendapatkan 
nilai tersebut didukung dengan data angket penelitian dimana responden sebagian 
besar merasa puas atas hasil produk pelayanan yang diminta. 
6. Kompetensi Pelaksana 
 Point nilai unsur pelayanan tentang kompetensi pelaksana adalah 3,67. 
Berdasarkan dari Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan 
survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik bahwa unsur 
tersebut dapat dikategorikan kinerja pada unsur ini A yang artinya nilai kinerja 
pada unsur ini sangat baik. Pelayanan E-Kelurahan pada unsur ini mendapatkan 
nilai tersebut didukung dengan data angket penelitian dimana sebagian besar 
responden menilai petugas kompeten dalam memberikan pelayanan E-Kelurahan. 
Tetapi beberapa responden menilai kurangnya komptensi yang dimiliki petugas 
hal itu muncul berdasarkan respon yang diberikan masyarakat menanggapi hal 
tersebut. Adapun pendapat responden yang mengeluhkan tentang kompetensi 
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pelaksanan pelayanan berdasarkan angket penelitian dapat dilihat pada tabel 
berikut ini: 
Tabel V.5.3 
Pendapat Responden Tentang Kompetensi Pelaksana 
No. 
Resp 
L/
P 
Usia Pendidikan Pekerjaan Domisili Saran 
10 P 21 S1  Mahasiswa Kaligangsa Lebih luas dan 
jelas dalam 
menyampaikan 
informasi 
13 P 19 S1 Mahasiswa Krandon Kurangnya 
respon yang 
cepat oleh 
petugas dalam 
memberikan 
pelayanan 
54 L 21 SMP Karyawan 
Swasta 
Sumurpangg
ang 
Kinerja harus 
lebih 
ditingkatkan 
agar masyarakat 
menerima 
pelayanan 
dengan baik, 
cepat, tepat dan 
mudah 
56 P 21 S1 Mahasiswa Sumurpangg
ang 
Lebih tanggap 
lagi dalam 
memberikan 
pelayanan 
94 P 18 SMA Wiraswasta Kalinyamat 
Kulon 
Lebih sigap dan 
cepat dalam 
melakukan 
pelayanan 
Sumber: olah data penelitian tahun 2020 
 Merujuk pada tabel di atas maka dapat diketahui adanya beberapa keluhan 
dari responden terkait dengan kompetensi pelaksana pelayanan. 
7. Perilaku Pelaksana 
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 Point nilai unsur pelayanan tentang perilaku pelaksana yaitu 3,66. Merujuk 
pada Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey 
kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik bahwa unsur tersebut 
dapat dikategorikan kinerja pada unsur ini A yang artinya nilai kinerja pada unsur 
ini sangat baik. Pelayanan E-Kelurahan pada unsur ini mendapatkan nilai tersebut 
didukung dengan data angket penelitian dimana sebagian besar responden  senang 
dengan perilaku petugas, namun beberapa responden mengatakan kurang senang 
dengan perilaku petugas. Berikut adalah pendapat dari responden mengenai 
perilaku pelaksana pelayanan yang disajikan dalam tabel berikut: 
Tabel V.5.4 
Pendapat Responden Tentang Perilaku Pelaksana 
No. 
Resp 
L/P Usia Pendidikan Pekerjaan Domisili Saran 
20 L 35 SMA Wiraswasta Kalinyamat 
Kulon 
Lebih 
semangat 
dan lebih 
sabar dalam 
menjelaskan 
kepada 
masyarakat 
21 P 35 SMA Lainnya Margadana Kurang 
ramah 
51 P 20 SMA Lainnya Sumurpanggang Harus ramah 
57 P 21 SMA Mahasiswa Sumurpanggang Petugas 
haruslebih 
ramah dan 
banyak 
senyum 
80 L 21 S1 Mahasiswa Sumurpanggang Kurang 
ramah  
84 P 31 S1  Karyawan 
Swasta 
Kalinyamat 
Kulon 
Tingkatkan 
keramahann
ya 
Sumber: olah data penelitian tahun 2020 
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 Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa ada beberapa keluhan dari 
responden tentang perilaku pelaksana pelayanan agar menjadi bahan evaluasi bagi 
instansi terkait. 
8. Penanganan Pengaduan 
 Point nilai unsur pelayanan tentang penanganan pengaduan yaitu 3,91. 
Merujuk pada Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan 
survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik bahwa unsur 
tersebut dapat dikategorikan kinerja pada unsur ini A yang artinya nilai kinerja 
pada unsur ini sangat baik. Pelayanan E-Kelurahan pada unsur ini mendapatkan 
nilai tersebut didukung dengan data angket penelitian dimana sebagian besar 
responden sangat puas dengan penganan pengaduan saran dan masukan. 
9.  Sarana dan Prasarana 
 Point nilai unsur pelayanan tentang sarana dan prasarana yaitu 3,72. 
Merujuk pada Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan 
survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik bahwa unsur 
tersebut dapat dikategorikan kinerja pada unsur ini A yang artinya nilai kinerja 
pada unsur ini sangat baik. Pelayanan E-Kelurahan pada unsur ini mendapatkan 
nilai tersebut didukung dengan data angket penelitian dimana sebagian besar 
responden puas dengan sarana dan prasarana yang disediakan, namun beberapa 
masyarakat mengeluhkan dengan sarana dan prasarana yang disediakan. 
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Tabel V.5.5 
Pendapat Responden Sarana dan Prasarana 
No. 
Resp 
L/P Usia Pendidika
n 
Pekerjaan Domisili Saran 
28 L 24 SMA Karyawan 
Swasta 
Krandon Dari segi 
pengantrian 
mungkin bisa 
dibuat dengan 
menggunakan 
sistem 
pengambilan 
nomor agar 
pelayanan lebih 
tertata 
55 P 27 SMA Mahasiswa Margada
na 
Fasilitas kurang 
mendukung, 
perbaiki sarana 
prasarana 
69 L 26 S1 PNS Cabawan Ruang tunggu 
diupayakan lebih 
nyaman buat 
peminta 
layanan/masyarakat 
Sumber: olah data penelitian tahun 2020 
 
 Pengukuran kepuasan masyarakat dalam survey ini menggunakan skala 
indeks. Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan suatu nilai atau tingkatan untuk 
mengukur nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan E-Kelurahan yang 
diselenggarakan oleh Kecamatan Margadana. Untuk menilai indeks kepuasan 
masyarakat, dalam survey ini menggunakan skala likert. Adapun maksud 
penskoran menggunakan skala likert adalah dengan skor 1 sampai 4. Analisis 
selanjutnya mengkonversi ke dalam kategorisasi mutu pelayanan E-Kelurahan. 
 Dalam perhitungan IKM Pelayanan E-Kelurahan di Kecamatan 
Margadana mengalami penambahan indikator unsur yang dianggap relevan 
sehingga bobot tiap indikator pelayanan mengalami perbedaan seperti yang telah 
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dijelaskan pada tabel V.4.1, yang setelah dikonversikan ke 9 unsur parameter 
penilaian bobotnya sama sehingga IKM Pelayanan E-Kelurahan secara 
keseluruhan merupakan rata-rata indeks yang diraih oleh tiap-tiap unsur 
pelayanan. Rekapitulasi nilai IKM dan mutu pelayanan di tiap-tiap unsur 
pelayanan dapat terlihat pada tabel berikut ini: 
 
Tabel V.5.6 
IKM Pelayanan E-Kelurahan 
Unsur Mutu Per UnsurNilai Konversi IKM Mutu Pelayanan
Persyaratan 3,79 94,75 A
Sistem Mekanisme dan Prosedur 3,62 90,5 A
Waktu Pelayanan 3,48 87 B
Biaya/Tarif 3,45 86,25 B
Produk Spesifikasi dan Jenis Layanan 3,6 90 A
Kompetensi Pelaksana 3,67 91,75 A
Perilaku Pelaksana 3,66 91,5 A
Penanganan Pengaduan 3,91 97,75 A
Sarana dan Prasarana 3,72 93 A
Total NRR Tertimbang 3,66
IKM Pelayanan E-Kelurahan 91,39 A
Sumber: olah data peneliti tahun 2020 
  
 Berdasarkan tabel di atas, untuk memudahan interpretasi terhadap nilai 
IKM yaitu antara 25-100,maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan 
dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: 
Rumus V.6 
 
                   
 
 Berangkat dari data di atas, maka dapat dijelaskan bahwa indeks kepuasan 
masyarakat terhadap pelayanan berbasis E-Kelurahan Kecamatan Margadana 
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tahun 2020 adalah memperoleh nilai 91,39. Nilai tertinggi dari hasil studi ini 
adalah unsur pelayanan “penanganan pengaduan saran dan masukan”, dengan 
mendapat nilai 97,75 atau dengan nilai rata-rata 3,91 sedangkan nilai terendah 
terdapat pada unsur “biaya/tarif” dengan mendapat nilai 86,25 atau dengan nilai 
rata-rata 3,45.  
 Kondisi di atas menunjukkan bahwa mutu indeks kepuasan masyarakat 
terhadap pelayanan E-Kelurahan Kecamatan Margadana telah mencapai kategori 
atau klasifikasi sangat baik atau dengan nilai mutu pelayanan adalah A dengan 
nilai 91,39. 
 Hasil IKM Pelayanan E-Kelurahan Kecamatan Margadana perlu 
dibandingkan dengan harapan masyarakat pada umumnya, maka perlu dilakukan 
analisis tingkat harapan dan kenyataan. Analisis tersebut dilakukan untuk 
menentukan prioritas peningkatan kualitas pelayanan, Dalam peningkatan kualitas 
pelayanan diprioritaskan kepada unsur yang mempunyai nilai paling rendah untuk 
lebih dahulu diperbaiki, sedangkan unsur yang mempunyai nilai yang tinggi 
minimal harus tetap dipertahankan (Permenpan RB no.14 tahun 2017). 
 
Tabel V.6.1 
Analisis Tingkat Harapan dan Kenyataan Pelayanan E-Kelurahan 
Prioritas Utama 1. Waktu Pelayanan 
2. Biaya/Tarif  
3. Kompetensi Pelaksana 
4. Perilaku Pelaksana 
5. Sarana dan Prasarana 
Prioritas Yang Dipertahankan 1. Persyaratan 
2.Sistem Mekanisme dan Prosedur 
3. Produk spesifikasi jenis layanan 
4. Penanganan Pengaduan  
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Sumber: olah data peneliti  tahun 2020 
 Berdasarkan tabel di atas, masyarakat mengeluhkan adanya perubahan 
dalam beberapa unsur pelayanan E-Kelurahan, adapun unsur tersebut yaitu waktu 
pelayanan, biaya/tariff, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan 
prasarana. Unsur tersebut merupakan kondisi harapan masyarakat agar menjadi 
fokus perbaikan pelayanan E-Kelurahan di Kecamatan Margadana. Hal ini 
muncul berdasarkan respon dari responden menanggapi proses pelayanan yang 
diberikan, berikut adalah faktor agar unsur pelayanan lebih optimal: 
 
Tabel V.6.2 
Faktor Optimalisasi Unsur 
Waktu Pelayanan  Proses pelayanan membutuhkan waktu 
dari yang ditetapkan yaitu 16 menit 
Biaya/Tarif  Efisiensi terhadap pembiayaan pelayanan 
Kompetensi Pelaksana  Kurangnya penguasaan aparatur terhadap 
aplikasi pelayanan E-Kelurahan 
Perilaku Pelaksana  Peningkatan kinerja aparatur  
Sarana dan Prasarana  Mengoptimalkan sarana dan prasarana 
sebagai pendukung pelayanan 
       Sumber: angket penelitian seteleh diintepretasikan 
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BAB VI 
PENUTUP 
VI.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil kajian penelitian yang telah dibahas pada bab 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. E-Kelurahan merupakan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan, 
mempercepat pembuatan berbagai macam surat pelayanan di 
Kecamatan Margadana. Melalui aplikasi E-Kelurahan, Kecamatan 
Margadana dapat melakukan pelayanan pembuatan surat-surat kepada 
masyarakat, antara lain: Surat Keterangan Usaha, Surat Pengantar 
SKCK, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Surat Pengantar 
Bawa Nikah, Surat Domisili, Surat Ijin Hajatan, dan Surat keterangan 
lain-lain. 
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan E-Kelurahan 
Kecamatan Margadana Tahun 2020 yaitu sebesar 91,39. Apabila 
dikonversikan ke dalam mutu pelayanan maka nilai IKM pelayanan E-
Kelurahan Kecamatan Margadana tergolong kategori A, yang artinya 
kinerja rata-rata pelayanan melalui E-Kelurahan di Kecamatan 
Margadana dinilai sangat baik. 
3. Dari Sembilan unsur sebagai parameter kepuasan masyarakat pelayanan 
E-Kelurahan di Kecamatan Margadana yang mendapatkan nilai mutu 
pelayanan A (sangat baik) meliputi persyaratan, sistem mekanisme dan 
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prosedur, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, 
perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana dan prasarana. 
Sedangkan unsur pelayanan seperti waktu pelayanan dan biaya/tarif, 
tergolong ke dalam mutu pelayanan B (baik). 
4. Berdasarkan pada analisis tingkat harapan dan kenyataan layanan E-
Kelurahan Keacamatan Margadana terdapat unsur yang dijadikan 
prioritas utama untuk perbaikan layanan dintaranya: waktu pelayanan, 
biaya/tarif, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan 
prasarana. Sedangkan unsur yang menjadi prioritas yang harus 
dipertahankan meliputi: persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, 
produk spesifikasi jenis layanan, penanganan pengaduan saran dan 
masukan. 
VI.2 Saran 
 Berdasarkan hasil kajian penelitian yang telah dibahas pada bab 
sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dapat menjadi saran rekomendasi, 
antara lain: 
1. Pemerintah Kecamatan Margadana harus terus berupaya meningkatkan 
kualitas pelayanan E-Kelurahan untuk mengikis jarak antara harapan 
dan kenyataan agar dapat memperbaiki persepsi Indeks Kepuasan 
Mayarakat. 
2. Untuk memperbaiki kualitas pelayanan E-Kelurahan dapat mengacu 
pada unsur yang menjadi prioritas utama yang disajikan ke dalam tabel 
sebagai berikut: 
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Tabel VI.1 
Rekomendasi Unsur Pelayanan  
Unsur Pelayanan Keluhan Masyarakat 
Berdasarkan Hasil 
Analisis 
Rekomendasi 
Waktu Pelayanan  Durasi waktu yang 
tidak menentu 
terkadang cepat 
terkadang lambat 
 Kurangnya jumlah 
SDM aparatur 
sehingga proses 
pelayanan 
membutuhkan waktu 
yang lebih lama dari 
yang ditetapkan 
Mengevaluasi sistem 
waktu penyelesaian 
pelayanan agar lebih 
efektif sesuai dengan 
SOP 
Biaya/Tarif Masih adanya keluhan 
tentang pembiayaan 
pelayanan dari 
masyarakat 
Mengoptimalkan 
efisiensi biaya 
pelayanan surat 
rekomendasi lainnya 
Kompetensi Pelaksana  Kurangnya 
penguasaan aparatur 
terhadap aplikasi 
pelayanan E-
Kelurahan sehingga 
terkadang pelayanan 
mengalami kesalahan 
atau keterlambatan 
data 
 Kurangnya wawasan 
aparatur dalam 
menjawab pertanyaan 
pemohon 
Peningkatan 
kompetensi aparatur 
melalui diklat 
Perilaku Pelaksana Kurangnya sikap 
tanggap petugas 
terhadap masyarakat 
terkait pelayanan 
 
Mengoptimalkan 
respon dan kinerja 
aparatur 
Sarana dan Prasarana  Belum adanya mesin 
nomor antrian 
 Belum adanya papan 
informasi tentang 
persyaratan 
 Peningkatan fasilitas 
yang disediakan 
seperti: pengadaan 
nomor antri  
 Perlu adanya papan 
informasi baik 
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mengenai 
persyaratan untuk 
pelayanan maupun 
sarana lainnya yang 
dapat menunjang 
keberlangsungan 
pelayanan publik. 
 
3. Menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan E-
Kelurahan Kecamatan Margadana tahun 2020 sebagai bahan rujukan 
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar dapat memangkas 
jarak antara harapan dan kenyataan dalam memuaskan masyarakat. 
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REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN 
PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN 
DAN PER UNSUR PELAYANAN 
NO. NILAI UNSUR PELAYANAN 
 RESPONDEN 
 
 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 
 
                1 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 
2 4 3 3 3 1 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
3 3 1 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 
4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 
6 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 3 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
10 4 4 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 
11 4 3 3 4 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 3 
12 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
13 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 
14 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 
15 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
17 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 3 4 3 4 
19 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
20 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 3 3 3 2 1 2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 
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22 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
23 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 
24 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
25 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
26 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
27 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 
28 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
29 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
30 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
31 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
32 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 
33 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 
34 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 
35 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 
36 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 
37 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 
38 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 
39 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
40 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 
42 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
44 3 3 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
45 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
46 3 3 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 
47 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
48 4 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 
49 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 
50 3 2 3 2 2 4 3 2 2 2 3 1 3 3 2 
51 3 3 3 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
53 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
54 4 2 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 4 2 2 
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55 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 
56 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
57 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 4 2 3 
58 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 2 3 
59 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 4 3 
60 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
62 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
63 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
64 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
65 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 2 
66 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 
67 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 
68 4 4 4 2 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 
69 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
70 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 
71 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
74 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
75 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 
76 3 3 4 2 2 3 2 2 4 2 2 4 4 2 4 
77 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 
78 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 
79 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
80 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 4 4 2 4 
81 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
82 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
83 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 
84 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
85 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 4 3 4 
86 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
87 4 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 
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88 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 
89 3 3 3 2 4 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 
90 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
92 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
93 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
94 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 
95 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 
96 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 
97 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
98 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 
99 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
100 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
total indikator 307.000 293.000 305.000 259.000 284.000 275.000 292.000 297.000 305.000 291.000 295.000 303.000 331.000 288.000 316.000 
  rata-rata 3.07 2.93 3.05 2.59 2.84 2.75 2.92 2.97 3.05 2.91 2.95 3.03 3.31 2.88 3.16 44.41 2.961 
bobot tiap ind/unsur 11.11 11.11 5.55 5.55 5.55 5.55 11.11 11.11 3.7 3.7 3.7 5.55 5.55 5.55 5.55 
  rata-rata*bobot 34.1077 32.552 16.928 14.375 15.762 15.263 32.441 32.997 11.285 10.767 10.915 16.8165 18.371 15.984 17.538 296.1 
 jumlah mutu bobot 34.1077 32.552 31.302 
 
31.025 
 
32.441 32.997 32.967 
  
35.187 
 
33.522 
 
296.1 
 mutu per unsur 3.789365 3.6166 0.9395 0.7978 0.8748 0.8471 3.6042 3.6659 0.41755 0.39838 0.4039 0.93332 1.0196 0.8871 0.97336 
  IKM PER UNSUR 3.79 3.62 3.48 
 
3.45 
 
3.60 3.67 3.66 
  
3.91 
 
3.72 
 
32.90 3.66 
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No. 
Responden 
1. Apa kesan Bapak/Ibu/Saudara/i 
dalam menerima pelayanan ? 
2. Apa kekurangan yang dirasakan 
Bapak/Ibu/Saudara/i selama menerima 
pelayanan ? 
3. Apa saran atau masukan 
Bapak/Ibu/Saudara/i untuk memperbaiki 
pelayanan bagi masyarakat? 
1 Baik Tidak ada Tidak ada 
2 Baik. Gak ada kekurangan Biaya tolong jangan mahal 
3 Cukup baik  Cukup baik Harus diperbaiki  
4 Baik Tidak ada Lebih ditingkatkan lagi 
5    
6 Ramah Kurang cepat Lebih efisien 
7 Memuaskan  Tidak ada  Smoga bisa di pertahankan  
8 Sangat membantu   
9 Cukup baik  Kurangnya pegawai pelayanan agar 
cepet selesai 
Menambahkan pegawai agar tidak terlalu lama 
menunggi 
10 Senang dan sangat membantu Kurang jelas Lebih luas dan jelas menyampaikan informasi 
11 Memuaskan Tidak ada Tidak ada 
12 Memudahkan masyarakat Cukup baik  Lebih dtingkatkan lagi yang sudah baik  
13 Cukup memuaskan karena petugas 
dalam memberikan pelayanan cukup 
baik sehingga dapat memuaskan 
orang yang mendapatkan pelayanan 
Kurangnya respon yang kurang cepat 
oleh petugas dalan memberikan 
pelayanan kepada masyarakat  
Alangkah baiknya, dalam memberikan 
pelayanan bagi masyarakat agar cepat 
memberikan respon dan tidak mulur-mulur 
sehingga masyarakat dalam menerima 
pelayanan dapat merasakan kepuasan.  
14 Cukup puas  Pelayanan agak lambat Tingkatkan disiplin, harus menjadi tim yang 
sinergis 
15 Cukup memuaskan karena pelayanan 
yang diberikan cepat di tanggapi 
Mungkin dari segi kurangnya pelayan, 
dan banyaknya masyarakat, sehingga 
lama menunggu 
Mungkin lebih di perbaiki dari segi kecepatan 
pelayanan yang di berikan 
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16 Baik  Tidak ada Tidak ada 
17    
18 baik pelayannya gak ada yg cantik tambahkan pelayan yg seksi 
19 Semua sudah cukup baik dan. 
Memuaskan 
Sejauh ini belum aja keluhan - 
20 Memuaskantidak  Tidak ada Lebih semangat dan Lebih sabar menjelaskan 
kpd masyarakat 
21 Baik Kurang ramah Jgan membedakan antara masyarakat satu 
dengan lainya 
22 Sangat baik Kurang efisien Disiplin dalam waktu 
23    
24    
25    
26    
27    
28 Dalam segi pelayan sudah cukup 
baik,karna sckc bisa langsung jadi 
hari itu juga. 
Dari segi pengantrian kurang tertata Ya dari segi pengantrianya mungkin bisa di 
buat dengan sistem pengambilan nomor 
mungkin sistem seperti itu untuk pelayananya 
bisa tertata. 
29 Sangat memuaskan Tidak ada Pertahankan pelayanan yang baik 
30    
31    
32    
33    
34 Baik Biasa Tingkatkan 
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35 Memuaskan dan tidak tidak rumit Tidak ada Efisiensi waktu, informasi yg mudah di terima 
oleh semua kalangan masyarakat, informasi 
yang transparan atau terbuka untuk publik 
36 Cukup memuaskan Prosesnya lumayan sulit Di tingkatkan lagi 
37 Baik Tidak ada Lebih baik lagi 
38 Sangat baik  Tidak ada  
39    
40    
41 Memuaskan Tidak ada kekurangan Pertahankan dan kembangkan 
42 Puas Tidak ada Gak ada 
43 Baik ramah  Nunggu Layanan lebih cepat lgi 
44 Meringankan mobilitas dalam 
pembuatan syarat2 pelayanan 
msyarakat , 
Mungkin untuk lansia agak bingung 
karna buta tehnologi,kalo saya sendiri 
tidak ada masalah 
Satu email untuk satu KK ,untuk memudahkan 
bagi para lansia yg serumah atau satu KK 
dengan kita 
45 Pelayanan sangat baik dan tanggap Tidak ada Menjabarkan persyaratan di mulai dari RT/RW 
sehingga mengurangi terjadinya kesalahan 
dalam mengurus data 
46 Kurang baik Banyak Ganti pelayanan 
47 Sangat memuaskan Belum ada kekurangan  Tidak ada yg perlu diperbaiki 
48 Memuaskan  Saya rasa tidak ada Seomaga tetap konsisten 
49 Cukup puas Cukup baik Lebih profesional aja dalam melayani 
50    
51 Cukup  Pelayanan kurang baik Harus ramah 
52 pelayanan sangat baik dan cepat  semua tepat dan cepat agar layanan tetap konsisten bagi masyarakat 
dalam kecepatan, mau pun ketepatan 
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53    
54 Harus ditingkatkan lagi pelayanannya kurangnya agak lambat dlm pelayanan Kinerja harus lebih ditingkatkan agar 
msyarakat menerima pelayanan dg baik cepat 
tepat dan mudah bagi masyarakat. 
55 Pekerja baik dan ramah Fasilitas kurang mendukung Perbaiki sarana prasarana 
56 Cukup baik, semoga bisa 
ditingkatkan lagi dalam 
pelayanannya 
Tidak ada Lebih tanggap lagi dalam memberikan 
pelayanan 
57 Cukup membantu  Pelayanan kurang Tolong petugas harus lebih ramah banyak 
senyum jangan jutek mulu� 
58 Baik Kurang cekatan Semoga layanannya nyaman dan harganya di 
kurangin 
59 Sangat baik  Belum ada kekurangan  Jangan mempersulit persyaratan konsumen  
60    
61 Sangat baik dan cepat Tidak ada Tidak ada  
62 Baik Pelayanannya kurang cepat  Ditingkatkan kembali pelayananya 
63    
64 Memuaskan. Petugas ramah, respon 
cepat, pelayanan cepat & tepat. 
Tidak tersedianya konsumsi minimal 
air mineral dalam kemasan gelas, 
untuk menemani saat menunggu 
antrian. 
Agar masyarakat tidak lelah dalam mengantri, 
baiknya petugas memberi sarana konsumsi 
dalam bentuk dispenser atau air mineral dalam 
kemasan gelas. 
65 Cukup puas dalam menerima 
pelayanan masyarakat. 
Jika ramai pelayanannya akan sedikit 
mendapat informasi. 
Lebih mengutamakan keefektifan waktu. 
66 Sudah cukup baik. Untuk proses pelayanan sudah baik 
hanya saja kurang cepat proses jadinya 
Budayakan senyum sapa salam.  
67    
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68 Cukup baik Permen dan air minum Tdk ada 
69 Sangat ramah, pelayanan memuaskan 
dan cepat 
Tempat tunggu yg kurang bagus 
namun bisa lebih di tingkatkan tingkat 
kenyamanananya. 
Agar ruang tunggu diupayakan lebih nyaman 
buat peminta layanan/masyarakat 
70 Baik Tidak ada Harus di perketat 
71 Memuaskan    
72 Saya puas, pertahankan dan 
tingkatkan 
Kurang cepet Fasilitas agar di update terus mengikuti 
perkembangan jalan 
73 Pelayanan cukup memuaskan Tidak ada Lebih tingkatkan lagi pelayanannya supaya 
sangat baik 
74 Baik Harus bayar Cukup tidak ada saran  
75 saya cukup puas dalam pelayanan saya rasa tidak ada kekurangan tingkatkan lagi pelayanan semaksimal mungkin 
76 pelayanan cukup ramah Tempatnya kurang luas lebih ditingkatkan lagi dalam melayani 
masyarakat  
77 Cukup baik Agak lambat pelayanannya Tambah lagi sdm nya  
78 Sangat cepat Tidak ada Tetap menjadi yang paling baik dalam memberi 
pelayanan 
79 Cukup memuaskan dan memudahkan 
apa yang saya tujukan 
Belom merasakan kekurangan atas 
pelayanannya 
Lebih ditingkatkan dan di pertahankan kinerja 
yang bagus saat ini.  
80 Kesan petugas kurang tanggap dalam 
menangani tugasnya 
Kurang ramah dan sopan santun Di perbaiki kembali kinerja para petugas 
dengan peningkatan mutu pelayanan dan 
tanamkan sifat melayani bukan untuk di layani 
81 Cukup memuaskan Biayanya cukup mahal Petugas lebih di perbaiki dalam sopan 
santunnya  
82 Iya baik Baik  
83 Tidak memuaskan pelayanan publik Banyak korupsi Jangan korupsi 
139 
 
 
 
84 Baik n cukup ramah Kurang cepat Percepat layanan n tingkatkan keramahan ny 
85 Agak lambat tp sangat oke pelayanan 
LB kalinyamat kulon 
Baik Jangan ada pungli, proses lebih cepat lagi, tidak 
ribed  
86    
87    
88 Pelayanannya Cepat dan Sangat 
Memuaskan 
Tidak Ada Saya rasa sudah cukup perlu di pertahankan 
89    
90 Cukup membantu Lebih cepat saja dalam.setiap 
pelayanan yang diberikan 
Ditingkatkan lagi pelayanan yang sudah 
diberikan 
91    
92    
93 cukup ramah kurang salam dan senyum setiap masyarakat yang datang adalah tamu 
yang membutuhkan pelayanan beri sapa dan 
senyum saja sudah cukup bagi kami 
94 Pelayanan nya cukup baik  Waktu menunggu pelayanan yang 
sedikit lama 
 Lebih sigap dan cepat  dalam. Melakukan 
pelayanan  
95    
96    
97    
98 Bersyukur Kurang banyak Tidak ada 
99    
100 Cukup baik tetapi perlu di tingkatkan 
kembali 
Responnya cenderung lambat Produktivitas kerjanya perlu di tingkatkan 
kembali serta pengetahuan nya jangkauannya 
lebih luas lagi 
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